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Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan timbal balik antara geopolitik dan ekonomi kontemporer dengan
menempatkan perebutan pengaruh sebagai proses multidimensional. Kekuatan abad ke-21 tidak hanya
dibangun melalui kemampuan militer, melainkan juga melalui ukuran pasar, teknologi, standar, mata uang,
jaringan logistik, penguasaan mineral kritis, data, energi, dan kapasitas membentuk norma internasional.
Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, perang dan sanksi, perubahan rantai nilai global, fragmentasi
perdagangan, serta kompetisi di Indo-Pasifik memperlihatkan bahwa ekonomi telah menjadi instrumen
keamanan, sementara keamanan menentukan ruang gerak ekonomi. Pembahasan diarahkan pada
implikasinya bagi negara berkembang, ASEAN, dan Indonesia. Argumen utama artikel ini ialah bahwa
strategi nasional yang efektif memerlukan keterbukaan yang selektif: Indonesia perlu mempertahankan
diversifikasi hubungan, memperkuat kapasitas domestik, meningkatkan daya tawar dalam rantai nilai, dan
tetap berinvestasi pada institusi multilateral. Kemandirian tidak dipahami sebagai isolasi, melainkan
sebagai kemampuan memilih, menegosiasikan, dan mengubah keterhubungan global menjadi
kesejahteraan nasional.

Kata Kunci: geopolitik; geoekonomi; perebutan pengaruh; Indo-Pasifik; ASEAN; rantai nilai global;
teknologi; mineral kritis; Indonesia; Global South
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Glossarium

S

Geopolitik

Geoekonomi

Kekuatan keras

Kekuatan lunak

Kekuatan tajam

Interdependensi

Fragmentasi geoekonomi

Rantai nilai global

Mineral kritis

De-risking

Friend-shoring

Strategic autonomy

Global South

Norma internasional

Tatanan berbasis aturan

Kajian mengenai bagaimana ruang geografis, lokasi,
sumber daya, dan jaringan memengaruhi kekuasaan serta
strategi negara.

Penggunaan instrumen ekonomi—perdagangan, investasi,
keuangan, teknologi, sanksi, dan bantuan—untuk
mencapai tujuan strategis.

Kemampuan memaksa melalui kekuatan militer, ancaman,
tekanan material, atau tindakan koersif.

Kemampuan memperoleh hasil melalui daya tarik budaya,
legitimasi, nilai, diplomasi, dan kredibilitas kebijakan.

Upaya manipulatif untuk mengeksploitasi keterbukaan
informasi dan institusi guna memengaruhi persepsi atau
keputusan.

Keadaan ketika aktor saling bergantung karena pertukaran
barang, modal, energi, data, pengetahuan, atau jasa.

Pergeseran hubungan ekonomi global ke dalam blok,
koridor, atau jaringan yang lebih terpisah karena
pertimbangan keamanan dan politik.

Rangkaian kegiatan desain, produksi, logistik, pemasaran,
dan layanan yang tersebar lintas negara.

Bahan mineral yang penting bagi industri strategis tetapi
pasokannya rentan karena konsentrasi geografis atau risiko
politik.

Pengurangan kerentanan terhadap ketergantungan
strategis tanpa memutus seluruh hubungan ekonomi.

Penataan rantai pasok ke negara yang dipandang memiliki
keselarasan politik atau tingkat kepercayaan lebih tinggi.

Kemampuan mengambil keputusan dan bertindak secara
mandiri dalam bidang yang dianggap vital, terutama
keamanan, energi, dan teknologi.

Istilah politik-ekonomi untuk negara berkembang dan
negara emerging yang memiliki pengalaman historis serta
posisi struktural berbeda dari pusat kekuatan tradisional.

Harapan bersama mengenai perilaku yang dianggap patut
dalam hubungan antarnegara dan tata kelola global.

Tatanan internasional yang mengandalkan norma, hukum,
institusi, dan prosedur untuk mengatur interaksi
antaraktor.
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Pendahuluan Pembacaan

Naskah ini disusun sebagai analisis konseptual dan kebijakan mengenai perubahan hubungan antara
kekuasaan dan ekonomi. Angka serta perkembangan empiris ditempatkan dalam konteks sumber yang
tercantum pada Daftar Pustaka; pembaca dianjurkan memeriksa publikasi resmi terbaru ketika
menggunakan naskah ini untuk keputusan kebijakan atau pengajaran. Setiap bab memiliki fokus tersendiri:
konsep, struktur kekuatan, sektor strategis, implikasi organisasi, serta agenda Indonesia. Istilah
“kontemporer” di sini merujuk pada dinamika abad ke-21 dengan perhatian khusus pada perubahan yang
menguat setelah krisis keuangan global, pandemi, perang, dan percepatan teknologi digital.

Penulisan menggabungkan narasi akademik dengan contoh analitis. Contoh tidak dimaksudkan
sebagai penilaian menyeluruh terhadap negara atau perusahaan tertentu, melainkan sebagai cara
memahami mekanisme. Pembaca dapat memakai kerangka ini untuk menguji kasus lain: investasi
pelabuhan, kebijakan mineral, pengadaan cloud, ketahanan pangan, atau perubahan rute perdagangan.
Pertanyaan yang penting bukan hanya “siapa menang”, melainkan “melalui jaringan apa pengaruh bekerja,
siapa menanggung biaya, dan kapasitas apa yang perlu dibangun agar hubungan menjadi lebih seimbang”.

Isi Artikel

1. Pendahuluan: Mengapa Geopolitik dan Ekonomi Tidak Dapat Dipisahkan

Abad ke-21 memperlihatkan perubahan penting dalam cara kekuasaan bekerja. Pada masa
sebelumnya, geopolitik sering dibayangkan sebagai persaingan wilayah, pangkalan militer, dan
perimbangan kekuatan. Ekonomi ditempatkan sebagai ranah perdagangan, produksi, dan kesejahteraan.
Pemisahan itu semakin sulit dipertahankan. Keputusan mengenai semikonduktor, jaringan
telekomunikasi, pelabuhan, mata uang, energi, data, dan bahan baku dapat mengubah kemampuan suatu
negara untuk bertahan dan bernegosiasi. Sebaliknya, konflik, aliansi, dan ancaman keamanan dapat
mengubah harga, arah investasi, pola perdagangan, bahkan keputusan perusahaan. Hubungan tersebut
bukan sekadar latar belakang bagi politik dunia; ia merupakan inti dari politik dunia kontemporer.

Perebutan pengaruh pada masa kini berlangsung melalui kombinasi daya paksa, daya tarik, dan
kemampuan mengatur ketergantungan. Negara yang menguasai simpul jaringan memiliki kapasitas untuk
menentukan siapa yang mendapat akses, dengan syarat apa, dan pada biaya berapa. Sebuah perusahaan
teknologi dapat menjadi instrumen daya nasional ketika produknya menjadi infrastruktur penting negara
lain. Sebuah mata uang dapat memberikan keuntungan strategis karena digunakan sebagai alat
pembayaran, penyimpan nilai, dan denominasi utang. Pelabuhan, kabel bawah laut, satelit, pusat data,
serta platform digital juga memiliki dimensi geopolitik karena menghubungkan ekonomi nasional dengan
sistem global yang tidak sepenuhnya netral (Farrell & Newman, 2019).

Artikel ini memakai geoekonomi sebagai jembatan analitis. Geoekonomi tidak berarti setiap transaksi
dagang merupakan tindakan permusuhan. Istilah tersebut menunjuk pada situasi ketika instrumen
ekonomi dirancang atau ditafsirkan dalam kaitannya dengan tujuan keamanan, pengaruh, dan posisi
tawar. Tarif dapat digunakan untuk melindungi industri atau menekan lawan. Bantuan pembangunan dapat
membangun solidaritas, pasar, dan legitimasi. Sanksi dapat menurunkan kemampuan pembiayaan, tetapi
juga mendorong penciptaan jaringan pembayaran alternatif. Investasi infrastruktur dapat mengurangi
kesenjangan konektivitas, namun sekaligus menciptakan ketergantungan jangka panjang. Penilaian harus
melihat maksud, mekanisme, distribusi keuntungan, serta respons para pihak.

Halaman 4



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Geopolitik dan Ekonomi Kontemporer: Perebutan Pengaruh di Abad ke-21 | IBM-ASMI 2026

Pertanyaan pokok artikel ini adalah: bagaimana perebutan pengaruh berlangsung melalui ekonomi;
mengapa negara dan korporasi memakai interdependensi sebagai sumber kekuatan sekaligus kerentanan;
bagaimana rivalitas kekuatan besar mengubah ruang kebijakan negara berkembang; dan strategi apa yang
relevan bagi Indonesia? Jawaban tidak dapat dibangun hanya dari satu teori. Realisme membantu
menjelaskan kepentingan dan keamanan; liberalisme institusional menerangkan peran aturan dan kerja
sama; ekonomi politik internasional memperlihatkan hubungan antara pasar, negara, dan distribusi;
sedangkan perspektif jaringan menyoroti posisi simpul dan arus.

Fokus kontemporer artikel ini mencakup rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, perang dan sanksi,
transformasi rantai pasok, kompetisi teknologi dan kecerdasan buatan, mineral kritis, energi, keuangan
internasional, serta dinamika Indo-Pasifik. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk meramalkan satu
pemenang tunggal. Dunia tidak bergerak menuju bipolaritas yang sederhana. Di antara kekuatan besar
terdapat negara menengah, organisasi regional, perusahaan global, kota, universitas, dan komunitas yang
juga memiliki kapasitas memengaruhi hasil. Karena itu, pengaruh harus dipahami sebagai relasional: ia
lahir dari hubungan, ketergantungan, legitimasi, dan kemampuan menawarkan pilihan kepada pihak lain.

Bagi Indonesia, isu ini memiliki arti praktis. Letak geografis, ukuran pasar, sumber daya alam, posisi di
jalur laut, dan peran di ASEAN memberi peluang strategis. Namun peluang tersebut tidak otomatis menjadi
kekuatan. Nilai tambah rendah, ketergantungan teknologi, kesenjangan kualitas sumber daya manusia,
biaya logistik, dan kerentanan energi dapat membuat keunggulan geografis hanya dinikmati pihak lain.
Kebijakan luar negeri bebas aktif perlu dilengkapi dengan strategi industri, pendidikan, riset, dan tata kelola
data. Diplomasi yang baik akan lebih kuat bila didukung oleh kapasitas domestik yang membuat Indonesia
relevan bagi banyak pihak.

Argumen sentral artikel ini ialah bahwa pilihan yang paling rasional bagi negara berkembang bukanlah
memilih blok secara permanen, melainkan membangun kemampuan untuk melakukan diversifikasi dan
negosiasi. Diversifikasi mencegah satu mitra mengubah ketergantungan menjadi tekanan. Negosiasi
mengubah ukuran pasar dan posisi geografis menjadi konsesi nyata dalam investasi, alih teknologi,
pelatihan, dan akses pasar. Keterbukaan tetap penting karena inovasi dan pertumbuhan membutuhkan
koneksi, tetapi keterbukaan harus dikelola dengan standar nasional, mekanisme pengamanan, dan
evaluasi manfaat publik. Dengan cara itu, geopolitik menjadi pertimbangan strategis tanpa mengorbankan
tujuan pembangunan.

2. Kerangka Konseptual Geopolitik Geoekonomi dan Pengaruh

Geopolitik klasik berangkat dari pengamatan bahwa ruang tidak pernah netral. Pegunungan, selat,
sungai, pelabuhan, padang rumput, sumber minyak, dan jalur perdagangan membentuk kemungkinan dan
batas tindakan politik. Teknologi mengubah arti ruang, tetapi tidak menghapusnya. Rudal jarak jauh,
satelit, internet, dan penerbangan membuat jarak terasa lebih pendek, sementara ketergantungan pada
kabel, chip, pusat data, dan logistik justru menciptakan geografi baru. Geografi abad digital terdiri atas
lokasi fisik dan arsitektur jaringan. Negara yang tampak jauh dapat hadir melalui platform, modal, standar,
atau infrastruktur yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Ekonomi politik internasional menolak anggapan bahwa pasar bekerja di luar kekuasaan. Aturan
perdagangan, hak kekayaan intelektual, standar teknis, rezim investasi, dan kebijakan moneter dibentuk
melalui negosiasi yang mencerminkan kapasitas tawar. Negara yang memiliki perusahaan teknologi
terdepan atau mata uang dominan dapat mendorong aturan yang kompatibel dengan kepentingannya.
Negara yang menguasai sumber daya tetapi tidak menguasai pengolahan sering menerima bagian nilai
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yang lebih kecil. Oleh sebab itu, analisis ekonomi perlu menanyakan siapa yang menetapkan aturan, siapa
yang memikul risiko, siapa yang memperoleh rente, dan bagaimana manfaat didistribusikan.

Kekuatan dapat diukur secara material, tetapi pengaruh membutuhkan mekanisme penerimaan.
Militer memberikan kemampuan menolak atau memaksa. Pasar memberikan insentif. Teknologi
menciptakan standar dan kebiasaan. Diplomasi membangun kepercayaan. Budaya dan pendidikan
membentuk persepsi mengenai masa depan yang diinginkan. Nye (2004) membedakan hard power dan
soft power, tetapi praktik kontemporer menggabungkan keduanya. Pembangunan pelabuhan, misalnya,
memiliki aspek ekonomi, diplomatik, keamanan, dan simbolik sekaligus. Pengaruh menjadi berkelanjutan
apabila pihak lain melihat hubungan tersebut sebagai menguntungkan, sah, atau setidaknya lebih baik
dibanding alternatif yang tersedia.

Konsep weaponized interdependence menjelaskan mengapa keterhubungan dapat digunakan sebagai
senjata. Dalam jaringan yang sangat terkonsentrasi, simpul tertentu memperoleh visibilitas terhadap arus
dan kemampuan mengendalikan akses. Jaringan keuangan, sistem pembayaran, platform digital, serta
rantai pasok memiliki titik seperti itu. Negara yang menempati posisi pusat dapat memantau transaksi dan
menghentikan aliran. Namun kekuatan tersebut memiliki biaya. Penggunaan berlebihan mengurangi
kepercayaan dan mendorong pihak lain membangun jalur alternatif. Dengan demikian, interdependensi
menghasilkan paradoks: semakin efisien dan terpusat jaringan, semakin besar manfaat normalnya dan
semakin besar pula kerugian ketika jaringan dipolitisasi.

Dalam kerangka ini, pengaruh memiliki empat dimensi. Pertama, kemampuan menentukan agenda,
yaitu menentukan isu apa yang dianggap penting. Kedua, kemampuan menetapkan aturan, termasuk
standar dan prosedur. Ketiga, kemampuan mengendalikan sumber daya dan akses. Keempat, kemampuan
membentuk identitas serta ekspektasi mengenai masa depan. Negara kecil dapat lemah dalam dimensi
militer tetapi kuat pada agenda tertentu, seperti mediasi, hukum laut, atau kepemimpinan isu iklim.
Perusahaan dapat kuat dalam standar teknis tanpa memiliki kedaulatan. Organisasi regional dapat
meningkatkan daya tawar anggotanya dengan menyatukan pasar dan posisi diplomatik.

Kerangka tersebut mendorong penggunaan analisis pada beberapa tingkat. Tingkat sistem melihat
struktur distribusi kekuatan. Tingkat negara mengamati strategi industri, institusi, dan preferensi domestik.
Tingkat organisasi menilai keputusan perusahaan, universitas, dan birokrasi. Tingkat jaringan menelusuri
arus barang, modal, energi, data, dan pengetahuan. Keempat tingkat dapat menghasilkan kesimpulan
berbeda. Sebuah negara mungkin tampak kuat berdasarkan GDP, tetapi rentan pada komponen tertentu.
Sebuah perusahaan mungkin terlihat global, tetapi sangat bergantung pada satu pasar. Kecermatan
analitis menuntut agar agregat nasional tidak menutupi titik kerentanan yang menentukan.

Pengaruh juga bersifat temporal. Keunggulan hari ini dapat menjadi beban esok hari apabila biaya
pemeliharaan meningkat atau inovasi berpindah. Negara pengekspor komoditas memperoleh pendapatan
besar ketika harga tinggi, tetapi posisi itu rapuh jika tidak membangun kemampuan pengolahan. Negara
pemilik platform memperoleh rente data, tetapi menghadapi persoalan legitimasi dan regulasi.
Perusahaan yang menguasai teknologi dapat kehilangan pasar karena standar baru atau substitusi.
Strategi geopolitik yang matang karena itu tidak hanya mengejar keuntungan relatif saat ini, melainkan
membangun kemampuan adaptasi, pembelajaran, dan pilihan alternatif untuk masa depan.

3. Dari Unipolaritas menuju Persaingan yang Lebih Kompleks

Berakhirnya Perang Dingin menciptakan periode ketika Amerika Serikat memiliki keunggulan militer,
keuangan, teknologi, dan institusional yang luar biasa. Banyak negara mengintegrasikan diri ke dalam
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tatanan perdagangan serta keuangan yang dipimpin Barat. Globalisasi memperluas produksi lintas batas
dan menurunkan biaya banyak barang. Namun tatanan tersebut tidak pernah sepenuhnya bebas dari
hierarki. Keuntungan globalisasi tersebar tidak merata, sementara sebagian masyarakat di negara maju
mengalami tekanan deindustrialisasi. Di berbagai negara berkembang, integrasi pasar meningkatkan
ekspor tetapi juga mempertahankan spesialisasi bernilai tambah rendah. Ketegangan sosial itu kemudian
memengaruhi legitimasi keterbukaan dan mempersempit ruang kompromi politik.

Kebangkitan Tiongkok mengubah kalkulasi sistemik. Pertumbuhan industrinya, kemampuan ekspor,
pembangunan infrastruktur, cadangan devisa, dan investasi riset menjadikannya pusat penting ekonomi
dunia. Bagi banyak negara, Tiongkok adalah mitra dagang, sumber pembiayaan, pasar, pemasok, sekaligus
pesaing. Bagi Amerika Serikat, Tiongkok tidak lagi hanya dipandang sebagai peserta dalam sistem, tetapi
sebagai negara yang dapat memengaruhi aturan dan distribusi kekuatan. Rivalitas tersebut mencakup
teknologi, keamanan maritim, model pembangunan, standar digital, serta kemampuan membentuk koalisi
di negara berkembang. Hubungan ekonomi tetap besar, tetapi kepercayaan strategis menurun.

Eropa menghadapi persoalan yang berbeda. Uni Eropa memiliki pasar besar dan kapasitas regulasi
yang sering disebut Brussels effect: perusahaan global menyesuaikan produk mereka agar memenuhi
standar Eropa. Namun kekuatan ekonomi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan
militer dan kecepatan keputusan. Ketergantungan energi, perubahan keamanan di Eropa, dan kebutuhan
menjaga hubungan transatlantik mendorong pembicaraan mengenai strategic autonomy. Tantangan Eropa
adalah menggabungkan keterbukaan pasar, keamanan teknologi, transisi hijau, dan kohesi sosial tanpa
membentuk proteksionisme yang mengurangi daya saingnya.

India, Jepang, negara-negara Teluk, Brasil, Turki, Korea Selatan, Australia, dan berbagai negara
menengah lainnya tidak dapat diperlakukan sebagai pengikut pasif. Mereka melakukan hedging, yaitu
mempertahankan hubungan dengan beberapa pusat kekuatan sambil mengurangi risiko ketergantungan.
India bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam keamanan dan teknologi, tetapi tetap mempertahankan
hubungan penting dengan Rusia serta berperan dalam forum Selatan Global. Negara Teluk
mengembangkan hubungan ekonomi dan keamanan yang lebih beragam. Variasi ini menunjukkan bahwa
sistem kontemporer tidak hanya berisi blok; terdapat ruang tawar yang digunakan aktor untuk memperoleh
manfaat dan menjaga otonomi.

Institusi multilateral mengalami tekanan karena distribusi kekuatan telah berubah lebih cepat
daripada reformasi representasi. Negara berkembang menuntut suara yang lebih besar dalam lembaga
keuangan dan tata kelola global. Ketika reformasi berjalan lambat, negara membangun forum alternatif
atau memperkuat kerja sama regional. Perkembangan tersebut tidak selalu berarti penolakan terhadap
multilateralism. Sering kali ia merupakan tuntutan agar multilateralism lebih inklusif. Risiko yang muncul
ialah tumpang tindih institusi dan fragmentasi aturan. Manfaatnya adalah adanya kompetisi kelembagaan
yang dapat membuka pilihan pembiayaan dan diplomasi.

Persaingan kontemporer juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Keunggulan tidak lagi hanya
bergantung pada jumlah kapal atau ukuran anggaran, tetapi pada kemampuan menggabungkan
komputasi, sensor, data, manufaktur presisi, dan organisasi. Negara yang dapat menguasai ekosistem
inovasi memiliki keunggulan kumulatif. Pendidikan, modal ventura, universitas, kebijakan pengadaan, dan
perlindungan kekayaan intelektual menjadi unsur geopolitik. Kesenjangan teknologi dapat memperlebar
ketimpangan antarnegara, tetapi transfer pengetahuan dan kerja sama riset dapat mengurangi
kesenjangan bila dikelola dengan tujuan pembangunan.

Struktur baru ini sebaiknya disebut persaingan kompleks, bukan sekadar multipolaritas. Multipolaritas
menggambarkan banyak pusat kekuatan, sedangkan persaingan kompleks menekankan bahwa pusat-
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pusat tersebut saling bersaing dan sekaligus saling bergantung. Amerika Serikat dan Tiongkok
berkompetisi dalam chip tetapi terhubung melalui perdagangan. Eropa mencari otonomi namun
membutuhkan aliansi. Negara berkembang menuntut ruang kebijakan tetapi membutuhkan investasi
global. Perusahaan mendukung regulasi tertentu dan menentang regulasi lain. Ketegangan antara
persaingan dan kooperasi akan menjadi ciri permanen, bukan gangguan sementara.

4. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Poros Utama

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki dimensi struktural dan domestik. Secara struktural,
pergeseran kapabilitas mengubah keseimbangan; secara domestik, opini publik, kepentingan industri, dan
kompetisi politik memperkeras persepsi ancaman. Washington berupaya mempertahankan keunggulan
teknologi, jaringan aliansi, dan kebebasan navigasi. Beijing berupaya memperkuat kemandirian teknologi,
memperluas pasar, dan meningkatkan pengaruh di lingkungan strategisnya. Kedua pihak menyebut
kebijakan mereka sebagai pertahanan atau stabilisasi, tetapi langkah satu pihak sering dibaca sebagai
persiapan ofensif oleh pihak lain. Dilema keamanan menjadi semakin kuat karena ketidakpastian niat.

Dalam ekonomi, persaingan berpusat pada teknologi yang memiliki penggunaan sipil dan militer.
Semikonduktor canggih, mesin litografi, komputasi awan, sistem satelit, Al, dan bioteknologi menjadi aset
strategis. Pembatasan ekspor dapat memperlambat kemampuan lawan, namun juga mengganggu
pendapatan perusahaan dan rantai pasok global. Subsidi domestik dapat membangun kapasitas, tetapi
memicu perlombaan fiskal. Perusahaan harus menyesuaikan desain produk, lokasi pabrik, dan struktur
kepemilikan dengan aturan keamanan nasional. Perubahan ini membuat keputusan bisnis semakin dekat
dengan keputusan negara.

Tiongkok memiliki keunggulan dalam skala manufaktur, infrastruktur, kemampuan membangun cepat,
serta posisi penting dalam banyak rantai pasok. Amerika Serikat memiliki kekuatan pada inovasi frontier,
pasar modal, universitas, perusahaan platform, dan jaringan aliansi. Keunggulan masing-masing tidak
bersifat mutlak. Tiongkok menghadapi tantangan demografi, utang, dan ketergantungan pada komponen
tertentu. Amerika Serikat menghadapi polarisasi, kesenjangan wilayah, serta biaya politik dari kebijakan
yang tidak konsisten. Strategi kedua pihak akan menentukan apakah persaingan menghasilkan inovasi,
perlombaan subsidi, atau pemisahan teknologi yang mahal.

Negara ketiga terdampak melalui keputusan investasi, standar, dan tekanan diplomatik. Mereka dapat
diminta membatasi pemasok tertentu, memilih sistem telekomunikasi, atau menyelaraskan kebijakan
data. Pilihan tersebut bukan selalu pilihan ideologis; sering kali menyangkut harga, pembiayaan,
keamanan, dan kemampuan pemeliharaan. Negara berkembang memerlukan ruang untuk menilai
teknologi berdasarkan kepentingan pembangunan, bukan sekadar mengikuti kategorisasi blok.
Pemerintahan perlu memiliki kapasitas teknis agar keputusan tidak ditentukan oleh lobi komersial atau
tekanan politik yang tidak transparan.

Rivalitas dua negara besar juga terjadi dalam narasi pembangunan. Amerika Serikat menekankan
pasar, inovasi swasta, dan jaringan aliansi; Tiongkok menampilkan kombinasi perencanaan negara,
industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Kedua narasi memiliki daya tarik dan keterbatasan.
Negara lain tidak harus mengimpor model secara utuh. Yang penting adalah mengambil pelajaran
mengenai koordinasi kebijakan, investasi jangka panjang, kualitas birokrasi, dan akuntabilitas. Pengaruh
ideational bertahan bila hasil materialnya terlihat dan bila model tersebut dapat menyesuaikan diri dengan
konteks lokal.
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Manajemen eskalasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kompetisi tidak akan hilang, tetapi
garis merah, kanal komunikasi, dan aturan krisis dapat mencegah salah perhitungan. Di bidang ekonomi,
keterbukaan terbatas dan mekanisme pengecualian dapat mempertahankan perdagangan yang tidak
terkait langsung dengan keamanan. Di bidang akademik, perlindungan teknologi sensitif perlu berjalan
bersama pertukaran pengetahuan yang aman. Pengelompokan semua isu sebagai ancaman justru akan
mengurangi kapasitas bersama menghadapi pandemi, perubahan iklim, dan krisis pangan.

Bagi Indonesia, rivalitas ini memberikan peluang sekaligus risiko. Perusahaan yang melakukan
diversifikasi produksi mencari lokasi alternatif. Indonesia dapat menarik investasi bila mampu
menyediakan infrastruktur, kepastian hukum, tenaga terampil, energi, dan ekosistem pemasok. Namun
investasi tidak otomatis menciptakan transformasi struktural. Perjanjian harus menghubungkan insentif
dengan pelatihan, riset, penggunaan pemasok domestik, dan peningkatan nilai tambah. Kebijakan luar
negeri perlu menghindari bahasa konfrontatif dan menegaskan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia
terbuka, transparan, serta sesuai hukum nasional dan internasional.

Implikasi Analitis

Implikasi bagi pembuat kebijakan adalah perlunya memisahkan kerja sama yang masih produktif dari
sektor yang memang sensitif terhadap keamanan. Pengelompokan semua hubungan sebagai ancaman
mempersempit pilihan Indonesia; pembukaan tanpa penilaian juga berisiko. Pendekatan bertingkat—
screening, standar, audit, dan evaluasi—membuat kebijakan lebih proporsional.

5. Indo Pasifik ASEAN dan Politik Jalur Maritim

Indo-Pasifik adalah ruang strategis yang menghubungkan dua samudra, pusat manufaktur, jalur energi,
dan sebagian besar pertumbuhan ekonomi dunia. Istilah ini tidak memiliki satu definisi tunggal. Bagi
sebagian aktor, ia merupakan kerangka keamanan untuk menyeimbangkan kekuatan. Bagi yang lain, ia
adalah ruang kerja sama ekonomi, konektivitas, dan pembangunan. Perbedaan makna tersebut penting
karena sebuah konsep geopolitik dapat menjadi jembatan dialog atau alat eksklusi. ASEAN berupaya
mempertahankan Indo-Pasifik yang inklusif, berbasis aturan, dan tidak semata-mata ditentukan oleh
rivalitas kekuatan besar.

Letak kepulauan Indonesia menjadikan laut sebagai sumber peluang dan kerentanan. Selat dan
perairan Indonesia adalah bagian dari jalur perdagangan, energi, dan komunikasi. Keamanan laut tidak
hanya menyangkut kapal perang. la mencakup keselamatan pelayaran, penangkapan ikan ilegal,
penyelundupan, perlindungan kabel bawah laut, pencemaran, pencarian dan pertolongan, serta tata
kelola sumber daya. Pendekatan yang terlalu militeristik dapat mengabaikan masyarakat pesisir dan
ekonomi biru. Pendekatan yang terlalu administratif juga dapat gagal menghadapi pelanggaran yang
terorganisasi. Strategi maritim memerlukan integrasi data, hukum, penegakan, dan pembangunan wilayah.

ASEAN memiliki kekuatan melalui sentralitas, tetapi sentralitas tidak sama dengan kesatuan strategis.
Konsensus memberi ruang bagi anggota dengan sistem politik dan kepentingan berbeda, namun juga
memperlambat respons pada isu sensitif. Daya tawar ASEAN akan meningkat jika integrasi ekonomi,
konektivitas digital, interoperabilitas standar, dan kapasitas sekretariat diperkuat. Ketika anggota bersaing
mendapatkan investasi, mereka perlu tetap menyusun aturan regional mengenai data, logistik, lingkungan,
dan tenaga kerja. Integrasi yang hanya berfokus pada tarif tidak cukup menghadapi ekonomi digital dan
rantai pasok berteknologi tinggi.

Persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik berlangsung melalui infrastruktur. Pelabuhan, kawasan
industri, jaringan listrik, kabel, bandara, dan koridor ekonomi memiliki umur panjang serta efek
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penguncian. Keputusan lokasi dapat mengarahkan perdagangan selama puluhan tahun. Karena itu, proyek
perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah modal awal, tetapi juga dampak fiskal, kapasitas lokal,
lingkungan, keamanan data, dan fleksibilitas penggunaan. Transparansi kontrak serta pembagian risiko
menentukan apakah konektivitas menjadi aset publik atau sumber ketergantungan baru.

Hukum laut menyediakan kerangka penting untuk mengelola perselisihan dan memastikan kebebasan
navigasi. Namun hukum memerlukan kapasitas diplomasi, survei, penegakan, dan koalisi untuk berfungsi.
Negara dengan klaim atau kepentingan berbeda perlu memakai kanal bilateral dan multilateral tanpa
mengorbankan prinsip. Penegakan yang konsisten, termasuk terhadap kapal nasional sendiri,
meningkatkan kredibilitas. Penyelesaian sengketa bukan hanya masalah kedaulatan; ia juga melindungi
investasi, pangan laut, ekologi, dan mata pencaharian masyarakat.

Indonesia dapat memainkan peran sebagai kekuatan penengah dan pembangun norma. Peran itu akan
kredibel bila Indonesia memiliki agenda yang jelas: keamanan maritim inklusif, konektivitas berkualitas,
ekonomi biru, pengelolaan bencana, dan transisi energi. Diplomasi tidak perlu memilih antara nilai dan
kepentingan. Kepentingan nasional jangka panjang justru membutuhkan norma yang membatasi tindakan
koersif dan memberi kepastian bagi perdagangan. Indonesia dapat mendorong kerja sama praktis yang
menghasilkan manfaat terukur, bukan hanya pernyataan politik.

Kasus Indo-Pasifik menunjukkan bahwa pengaruh bukan hanya soal siapa memiliki armada terbesar.
Negara yang menyediakan pelatihan, standardisasi, bantuan bencana, pembiayaan, teknologi
pengawasan legal, dan akses pasar dapat membangun kepercayaan. Pengaruh yang berbasis layanan
publik lebih tahan terhadap perubahan pemerintahan dibanding pengaruh yang semata-mata bergantung
pada elite. Bagi ASEAN, tugas utama adalah membuat kerja sama regional terasa dalam biaya logistik,
kualitas pekerjaan, perlindungan lingkungan, dan keamanan masyarakat.

Implikasi Analitis

Implikasi bagi ASEAN ialah pentingnya mengubah sentralitas menjadi kapasitas pelaksanaan. Forum
regional akan lebih berpengaruh bila menghasilkan protokol, data bersama, latihan, dan proyek yang dapat
diukur. Bagi Indonesia, kepemimpinan regional perlu ditopang oleh koordinasi nasional dan pembagian
manfaat yang terlihat.

6. Perdagangan Investasi dan Fragmentasi Geoekonomi

Perdagangan global berada dalam ketegangan antara efisiensi dan ketahanan. Selama beberapa
dekade, perusahaan mengoptimalkan biaya dengan membagi produksi lintas negara. Krisis kesehatan,
perang, gangguan pelayaran, dan rivalitas strategis menunjukkan bahwa biaya terendah tidak selalu berarti
biaya total terendah. Gangguan pada satu simpul dapat menyebar ke banyak industri. Karena itu,
perusahaan dan pemerintah mulai berbicara tentang resilience, redundancy, dan visibility. Perubahan ini
tidak otomatis berarti deglobalisasi. Yang terjadi lebih tepat disebut globalisasi yang ditata ulang
berdasarkan risiko dan kepercayaan.

Fragmentasi dapat muncul melalui tarif, kuota, kontrol ekspor, penyaringan investasi, subsidi, aturan
asal barang, dan persyaratan keamanan siber. Sebagian instrumen beralasan untuk melindungi keamanan
atau mencegah praktik tidak adil. Masalah muncul ketika pengecualian keamanan menjadi terlalu luas dan
tidak dapat diuji. Ketidakpastian aturan meningkatkan biaya kepatuhan, terutama bagi usaha kecil. Negara
berkembang dapat kehilangan akses teknologi atau menghadapi standar yang tumpang tindih. Tata kelola
yang baik memerlukan definisi yang jelas, proporsionalitas, transparansi, dan mekanisme banding.
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Rantai nilai global memberi manfaat melalui spesialisasi dan transfer pengetahuan, tetapi manfaat
tersebut tidak otomatis naik ke tahap desain atau merek. Banyak negara menjadi lokasi perakitan
sementara nilai terbesar berada pada riset, perangkat lunak, pembiayaan, dan pemasaran. Strategi
upgrading harus menggabungkan kebijakan industri, pendidikan vokasi, riset terapan, logistik, dan
kemampuan memenuhi standar. Proteksi tanpa peningkatan produktivitas hanya menciptakan industri
yang mahal. Keterbukaan tanpa persyaratan pembelajaran dapat mempertahankan ketergantungan.

Investasi asing langsung merupakan saluran penting bagi modal, teknologi, dan akses pasar. Namun
dampaknya bergantung pada kualitas hubungan dengan ekonomi domestik. Zona industri yang
menggunakan bahan impor hampir seluruhnya menghasilkan dampak berbeda dari ekosistem yang
melibatkan pemasok lokal, universitas, dan pengusaha kecil. Pemerintah perlu membedakan insentif
untuk investasi yang menciptakan kapabilitas dengan insentif yang hanya mengejar angka komitmen.
Evaluasi sebaiknya memasukkan produktivitas, transfer pengetahuan, pekerjaan berkualitas, penerimaan
negara, dan dampak lingkungan.

Friend-shoring dan near-shoring dapat menguntungkan negara yang memiliki posisi strategis, tetapi
persaingan mendapatkan proyek akan ketat. Negara tidak cukup menawarkan upah rendah. Investor
membutuhkan listrik stabil, pelabuhan efisien, kepastian kebijakan, tenaga kerja terampil, perlindungan
hak, dan pemasok yang dapat memenuhi jadwal. Pemerintah perlu mengembangkan pipeline proyek yang
realistis serta layanan investasi satu pintu yang benar-benar menyelesaikan masalah. Diplomasi ekonomi
harus terhubung dengan reformasi domestik agar promosi investasi tidak melampaui kemampuan
pelaksanaan.

Organisasi perdagangan multilateral tetap penting meskipun menghadapi kebuntuan dan proliferasi
perjanjian regional. Aturan bersama menyediakan bahasa hukum, mekanisme konsultasi, dan
prediktabilitas. Reformasi diperlukan agar aturan mencerminkan ekonomi digital, subsidi, perubahan
iklim, dan kebutuhan pembangunan. Negara berkembang perlu aktif membangun koalisi isu, memperkuat
kapasitas negosiasi, dan menggunakan data. Ketika aturan global melemah, kekuatan tawar cenderung
bergeser kepada negara atau perusahaan terbesar. Institusi bersama berfungsi sebagai penyeimbang,
meskipun tidak sempurna.

Kebijakan ketahanan harus membedakan risiko biasa dan risiko sistemik. Tidak semua barang perlu
diproduksi domestik. Memproduksi segala sesuatu sendiri bisa mahal dan mengurangi efisiensi. Yang
perlu diamankan adalah fungsi vital: pangan pokok, energi, obat, komunikasi, pembayaran, serta
komponen yang dapat menghentikan industri luas. Pengamanan dapat dilakukan melalui persediaan,
pemasok ganda, kerja sama regional, substitusi, dan kemampuan memperbaiki. Pendekatan berbasis
fungsi mencegah proteksionisme yang menyebar tanpa prioritas.

Implikasi Analitis

Implikasi manajerialnya adalah perusahaan dan pemerintah harus membangun visibilitas rantai
pasok. Peta pemasok, persediaan, kemampuan substitusi, serta ketentuan kontrak perlu diperbarui
secara berkala. Resiliensi menjadi keputusan investasi yang harus dibandingkan dengan biaya gangguan,
bukan sekadar slogan.

7. Teknologi Digital Kecerdasan Buatan dan Kedaulatan Data

Teknologi digital telah menjadi infrastruktur kekuasaan. Sistem operasi, cloud, chip, platform
pembayaran, mesin pencari, kabel, dan model Al menentukan bagaimana informasi bergerak serta
keputusan dibuat. Ketergantungan digital berbeda dari ketergantungan komoditas karena ia sering tidak
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terlihat dalam statistik perdagangan. Ketika sistem dikunci oleh standar atau biaya perpindahan tinggi,
pengguna sulit berganti pemasok. Kedaulatan digital karena itu bukan berarti menutup internet, melainkan
memiliki kemampuan memahami, mengatur, mengaudit, dan berpindah ketika diperlukan.

Al memperluas dimensi kompetisi karena menggabungkan data, komputasi, algoritma, energi, dan
talenta. Negara yang menguasai infrastruktur komputasi dan ekosistem riset memiliki keunggulan dalam
produktivitas, pertahanan, kesehatan, dan layanan publik. Namun model Al tidak netral. Data pelatihan,
bahasa, nilai, dan aturan moderasi dapat mencerminkan kepentingan pembuatnya. Negara berkembang
membutuhkan akses yang terjangkau, tetapi juga perlu mencegah ekstraksi data tanpa manfaat balik.
Kebijakan harus menghubungkan inovasi dengan hak, keamanan, dan pembangunan kapasitas lokal.

Kedaulatan data memiliki sekurang-kurangnya tiga arti. Pertama, perlindungan terhadap
penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kedua, kemampuan negara dan organisasi menggunakan
data untuk pelayanan serta penelitian. Ketiga, kontrol atas infrastruktur dan yurisdiksi tempat data
diproses. Ketiganya dapat bertentangan. Lokalisasi data yang terlalu luas meningkatkan biaya dan
menghambat interoperabilitas. Liberalisasi tanpa perlindungan membuat warga rentan. Solusi
memerlukan klasifikasi risiko, standar interoperabilitas, enkripsi, audit, dan lembaga pengawas yang
memiliki keahlian.

Kompetisi teknologi memengaruhi universitas. Pengetahuan dasar tetap bersifat global, tetapi
teknologi tertentu dikendalikan melalui hak kekayaan intelektual, kontrol ekspor, dan pembatasan
kolaborasi. Universitas perlu memiliki tata kelola kerja sama yang melindungi kebebasan akademik
sekaligus mengamankan riset sensitif. Pengadaan perangkat dan cloud harus mempertimbangkan
keberlanjutan biaya, portabilitas data, keamanan, serta kemampuan dosen dan mahasiswa. Literasi Al
tidak cukup berupa kemampuan memakai aplikasi; ia mencakup penalaran, evaluasi bukti, etika, dan
pemahaman sistem.

Perusahaan teknologi beroperasi lintas yurisdiksi sehingga negara menghadapi persoalan regulasi.
Pajak, persaingan, perlindungan konsumen, konten, dan keamanan nasional saling bertaut. Regulasi yang
terlalu lemah membiarkan konsentrasi dan eksternalitas. Regulasi yang tidak harmonis dapat memecah
pasar digital menjadi ruang nasional tertutup. Kerja sama regional dapat menetapkan prinsip bersama
sambil memberi ruang adaptasi. Bagi ASEAN, prioritasnya ialah identitas digital yang aman, pembayaran
lintas batas, perlindungan data, dan akses UMKM.

Al juga mengubah pengaruh melalui informasi. Disinformasi, bot, deepfake, dan microtargeting dapat
memengaruhi pemilu serta kepercayaan sosial. Respons yang semata-mata memblokir konten dapat
merusak kebebasan berekspresi. Yang dibutuhkan adalah ketahanan informasi: media yang profesional,
literasi publik, transparansi iklan politik, autentikasi asal konten, dan penegakan terhadap operasi yang
sengaja menipu. Pemerintah, platform, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab berbeda.
Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan teknologi deteksi.

Indonesia perlu membangun strategi Al yang menekankan penggunaan produktif dan kapasitas
nasional. Sektor prioritas dapat meliputi kesehatan, pendidikan, pertanian, kehutanan, kebencanaan,
administrasi publik, dan industri. Proyek harus memiliki data berkualitas, tujuan yang dapat diukur,
pengawasan manusia, serta evaluasi dampak. Pengadaan model asing dapat diterima bila memenuhi
kebutuhan, tetapi investasi pada talenta, dataset berbahasa Indonesia, komputasi, dan riset lokal harus
berjalan bersamaan. Dengan demikian, Al menjadi alat peningkatan kemampuan, bukan sekadar simbol
modernisasi.
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Implikasi Analitis

Implikasi kebijakan digital adalah membangun interoperabilitas dan kemampuan audit. Indonesia
dapat menerima solusi global, tetapi harus menghindari ketergantungan yang membuat data dan layanan
tidak dapat dipindahkan. Pendidikan Al perlu menekankan penilaian kritis serta tanggung jawab, bukan
hanya penggunaan perangkat.

8. Energi Mineral Kritis dan Transisi Hijau

Transisi energi memiliki paradoks geopolitik. Pengurangan bahan bakar fosil mengurangi sebagian
ketergantungan pada minyak dan gas, tetapi meningkatkan permintaan mineral, teknologi, dan jaringan
listrik. Baterai membutuhkan mineral tertentu; turbin angin, panel surya, kendaraan listrik, dan jaringan
memerlukan rantai pasok yang kompleks. Negara yang menguasai penambangan, pengolahan, atau
teknologi dapat memperoleh pengaruh baru. Transisi hijau tidak otomatis menjadi transisi yang adil. la
dapat memindahkan dampak lingkungan dari konsumsi akhir ke wilayah pertambangan apabila tata kelola
tidak kuat.

Mineral kritis memperlihatkan perbedaan antara memiliki cadangan dan memiliki kekuatan. Cadangan
geologis menjadi aset strategis jika dapat diekstraksi, diolah, dibiayai, dan dipasarkan dengan standar yang
diterima. Kapasitas pemurnian sering lebih terkonsentrasi daripada pertambangan. Infrastruktur energi
dan pelabuhan menentukan biaya. Teknologi pengolahan menentukan bagian nilai yang diterima. Negara
produsen perlu mendorong hilirisasi secara realistis, dengan memperhatikan kualitas lingkungan,
kebutuhan energi, pembiayaan, dan kemampuan industri pendukung. Larangan ekspor saja tidak
menjamin peningkatan nilai tambah.

Kebijakan hilirisasi dapat menciptakan manfaat bila dirancang sebagai strategi pembelajaran. Investor
perlu didorong membangun fasilitas pengolahan, melatih tenaga kerja, mengembangkan pemasok lokal,
dan membuka kerja sama riset. Pemerintah harus menegosiasikan insentif berdasarkan kinerja, bukan
memberikan konsesi tanpa evaluasi. Pada saat yang sama, masyarakat sekitar harus memiliki hak
konsultasi, kompensasi yang wajar, serta akses terhadap manfaat. Konflik sosial dan kerusakan
lingkungan dapat mengurangi legitimasi proyek dan mengancam kesinambungan investasi.

Keamanan energi tidak identik dengan kepemilikan sumber daya. la mencakup keterjangkauan,
keandalan, diversifikasi, dan kemampuan beralih saat terjadi gangguan. Negara pengimpor dapat memiliki
keamanan tinggi bila memiliki jaringan, cadangan, dan pemasok beragam. Negara kaya sumber daya dapat
mengalami kerentanan jika infrastrukturnya buruk atau pendapatannya bergantung pada satu komoditas.
Perencanaan energi perlu memasukkan efisiensi, elektrifikasi, penyimpanan, energi terbarukan, dan
perlindungan jaringan terhadap serangan siber.

Perubahan iklim mengubah geopolitik melalui bencana, migrasi, pangan, dan pembiayaan. Negara
yang kontribusinya kecil terhadap emisi dapat menanggung kerugian terbesar. Ketidakadilan ini
memengaruhi perundingan dan persepsi terhadap kebijakan hijau negara maju. Standar karbon dan
penyesuaian perbatasan dapat mendorong dekarbonisasi, tetapi juga menjadi hambatan perdagangan bila
tidak disertai dukungan teknologi dan pembiayaan. Negara berkembang memerlukan transisi yang
mempertimbangkan pekerjaan, penerimaan daerah, akses energi, dan industrialisasi.

Indonesia berada pada posisi penting karena memiliki sumber daya mineral, potensi energi
terbarukan, hutan, serta pasar yang besar. Keuntungan tersebut dapat meningkatkan daya tawar bila
didukung data cadangan yang baik, tata ruang, pengawasan, dan kapasitas pengolahan. Indonesia perlu
menghindari kompetisi insentif yang mengorbankan penerimaan atau lingkungan. Kerja sama dengan
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berbagai mitra dapat digunakan untuk membandingkan teknologi dan pembiayaan. Kebijakan energi dan
mineral sebaiknya disusun lintas kementerian sehingga tujuan industri, iklim, perdagangan, dan
kesejahteraan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Transisi hijau juga merupakan ruang diplomasi. Negara dapat menawarkan kemitraan pada standar,
pelatihan, pembiayaan, dan riset, bukan hanya komoditas. Indonesia dapat memimpin agenda negara
kepulauan mengenai pembiayaan adaptasi, ekonomi biru, dan energi bersih yang terjangkau. Diplomasi
berbasis pengetahuan akan memperluas pengaruh dan mengurangi kesan bahwa sumber daya hanya
diperebutkan untuk kepentingan kekuatan besar. Keberhasilan diukur dari kualitas pekerjaan,
pengurangan emisi, ketahanan masyarakat, dan nilai tambah domestik.

Implikasi Analitis

Implikasi transisi hijau adalah menghubungkan hilirisasi dengan pembelajaran, standar lingkungan,
dan manfaat wilayah. Keunggulan sumber daya menjadi kekuatan jangka panjang hanya bila masyarakat
mempercayai prosesnya dan industri domestik naik ke tingkat teknologi yang lebih tinggi.

9. Keuangan Internasional Mata Uang dan Sanksi

Keuangan merupakan infrastruktur geopolitik karena menghubungkan perdagangan, investasi, utang,
dan kebijakan negara. Mata uang yang dominan mengurangi biaya transaksi bagi penggunanya dan
memperluas jangkauan kebijakan moneter negara penerbit. Sistem pembayaran dan jaringan
korespondensi bank menciptakan titik kendali. Ketika akses ke titik tersebut dibatasi, dampaknya dapat
melampaui target awal. Namun dominasi bukan hak yang permanen. Penggunaan sanksi secara luas
mendorong diversifikasi cadangan, mekanisme pembayaran lokal, dan pembentukan institusi alternatif.

Sanksi dapat mengubah perilaku ketika target memiliki ketergantungan tinggi dan koalisi penegak
cukup luas. Efektivitasnya menurun bila target dapat mengalihkan perdagangan, memperoleh teknologi
pengganti, atau mendapatkan dukungan pihak ketiga. Sanksi juga menimbulkan dampak kemanusiaan dan
spillover terhadap harga pangan serta energi. Karena itu, desain sanksi perlu memiliki tujuan yang jelas,
jalur pengecualian kemanusiaan, mekanisme peninjauan, dan strategi keluar. Tanpa itu, sanksi dapat
berubah dari alat negosiasi menjadi kondisi permanen yang memperkeras konflik.

Negara berkembang menghadapi dilema antara integrasi dan perlindungan. Akses modal global
mempercepat pembangunan, tetapi arus modal dapat berbalik ketika suku bunga dan persepsi risiko
berubah. Utang dalam mata uang asing menciptakan risiko nilai tukar. Kebijakan makroprudensial,
cadangan devisa, pasar keuangan domestik, dan diversifikasi ekspor menjadi bagian dari keamanan
nasional. Stabilitas tidak berarti menutup pasar, melainkan memastikan guncangan eksternal tidak
langsung menghancurkan investasi publik dan konsumsi masyarakat.

Digitalisasi pembayaran mempercepat transaksi lintas batas dan membuka peluang inklusi, tetapi
juga menghadirkan risiko baru. Dompet digital, aset kripto, dan mata uang digital bank sentral memerlukan
aturan mengenai identitas, perlindungan konsumen, pencucian uang, dan interoperabilitas. Negara yang
hanya menjadi pengguna teknologi pembayaran akan bergantung pada standar serta infrastruktur milik
pihak lain. Kapasitas regulasi dan keamanan siber menentukan apakah digitalisasi memperluas
kedaulatan ekonomi atau memperdalam ketergantungan.

Peran lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan bank pembangunan regional tetap penting, tetapi struktur
representasi dan persyaratan pembiayaan diperdebatkan. Negara berkembang membutuhkan
pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan iklim. Biaya modal yang tinggi
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dapat membuat proyek layak secara sosial menjadi tidak layak secara finansial. Reformasi lembaga global
perlu memperluas suara negara peminjam, memperbaiki mekanisme restrukturisasi utang, dan
menghubungkan pembiayaan dengan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia perlu mempertahankan kredibilitas makroekonomi sambil memperluas ruang pembiayaan
pembangunan. Stabilitas fiskal, kebijakan moneter yang dapat dipercaya, penguatan pasar domestik, dan
tata kelola proyek meningkatkan daya tawar. Kerja sama mata uang lokal dapat mengurangi biaya tertentu,
tetapi tidak menggantikan kebutuhan terhadap likuiditas global. Diversifikasi sumber pembiayaan—publik,
swasta, bilateral, multilateral—perlu disertai analisis risiko dan transparansi. Pembiayaan bukan hanya
soal memperoleh dana, melainkan mengelola kewajiban sepanjang umur proyek.

Keuangan juga merupakan medan persaingan legitimasi. Pemberi pinjaman membentuk persepsi
mengenai risiko, kelayakan, dan standar pembangunan. Negara yang menawarkan pembiayaan cepat
memperoleh pengaruh, tetapi penerima akan menilai kualitas, syarat, dan dampak jangka panjang.
Indonesia dapat mengembangkan standar proyek yang transparan dan berbasis manfaat publik sehingga
tidak terjebak pada pilihan biner antara satu sumber dana dan sumber dana lain. Kemampuan menyusun
proyek bankable dengan tujuan sosial yang jelas adalah aset geopolitik.

Implikasi Analitis

Implikasi bagi Indonesia adalah menjaga pilihan pembiayaan dan mengembangkan kapasitas
manajemen risiko. Kerja sama keuangan lokal, cadangan, serta hubungan dengan lembaga multilateral
sebaiknya dipakai sebagai pelengkap, bukan pengganti, reformasi produktivitas dan tata kelola.

10. Perang Keamanan Sanksi dan Normalisasi Keadaan Darurat

Perang menunjukkan batas dari optimisme ekonomi yang menganggap perdagangan otomatis
menghasilkan perdamaian. Ketergantungan dapat mengurangi insentif konflik, tetapi juga dapat menjadi
sumber tekanan dan perhitungan yang salah. Negara mungkin menilai bahwa biaya ekonomi dapat
ditanggung demi tujuan strategis. Perang modern menggabungkan operasi militer, serangan siber,
informasi, sabotase, sanksi, dan tekanan terhadap infrastruktur sipil. Batas antara perang dan damai
menjadi kabur, sehingga masyarakat membutuhkan ketahanan institusional dan literasi publik.

Keamanan ekonomi mencakup kemampuan mempertahankan layanan dasar ketika terjadi gangguan.
Pangan, energi, telekomunikasi, kesehatan, sistem pembayaran, dan logistik harus memiliki rencana
kontinuitas. Pemerintah perlu mengetahui aset kritis, pemasok utama, dan skenario kegagalan.
Perusahaan tidak dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada negara karena sebagian
infrastruktur dimiliki swasta. Kerja sama publik-swasta harus menjelaskan pertukaran informasi,
perlindungan data, pembiayaan kesiapsiagaan, dan prosedur pemulihan.

Sanksi dan kontrol ekspor menormalisasi penggunaan kebijakan luar negeri dalam rantai pasok.
Perusahaan memerlukan due diligence untuk menghindari pelanggaran, tetapi kepatuhan harus disertai
pemahaman dampak terhadap pekerja dan konsumen. Negara berkembang berisiko menjadi jalur
pengelakan atau korban salah klasifikasi. Peningkatan kapasitas bea cukai, audit, dan transparansi
beneficial ownership penting. Penegakan yang selektif dapat merusak kepercayaan terhadap sistem dan
mendorong transaksi informal.

Keamanan tidak boleh menjadi alasan umum untuk mengurangi hak. Keadaan darurat yang
berlangsung lama dapat memperlemah pengawasan, membatasi kebebasan sipil, dan mengalihkan
anggaran dari pembangunan. Demokrasi yang tangguh memerlukan parlemen, pengadilan, media, dan
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masyarakat sipil yang dapat menilai kebijakan keamanan. Transparansi tidak berarti membuka informasi
operasional sensitif; ia berarti menjelaskan dasar hukum, tujuan, jangka waktu, dan pertanggungjawaban.
Legitimasi domestik merupakan komponen kekuatan eksternal.

Dilema keamanan juga terjadi pada teknologi sipil. Satelit komersial, cloud, drone, dan Al dapat
digunakan untuk produktivitas sekaligus pertahanan. Regulasi yang terlalu luas dapat menghambat
inovasi; regulasi yang terlalu longgar membuka peluang penyalahgunaan. Pendekatan berbasis risiko
membedakan penggunaan, dampak, dan tingkat otonomi. Standardisasi pengujian serta human oversight
dapat mengurangi bahaya. Kerja sama internasional diperlukan karena sistem digital tidak berhenti di
perbatasan.

Negara menengah dapat berkontribusi pada de-eskalasi melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan,
dan hukum. Peran tersebut tidak selalu menghasilkan keuntungan langsung, tetapi meningkatkan reputasi
dan jaringan. Mediasi membutuhkan kepercayaan dari pihak yang berselisih serta kapasitas teknis untuk
merancang kesepakatan. Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang dapat digunakan dalam konteks baru,
termasuk ketahanan pangan, bantuan bencana, dan perlindungan warga sipil.

Tujuan kebijakan keamanan seharusnya bukan menciptakan masyarakat yang terus hidup dalam
ketakutan, melainkan menjaga ruang bagi pembangunan dan kebebasan. Strategi yang matang
memadukan pencegahan, ketahanan, dan pemulihan. Pencegahan mengurangi peluang konflik;
ketahanan membatasi dampak; pemulihan mengembalikan layanan dan kepercayaan. Kerangka ini
menghubungkan kementerian pertahanan dengan ekonomi, kesehatan, energi, pendidikan, dan
pemerintah daerah. Keamanan yang terpisah dari kesejahteraan pada akhirnya menjadi rapuh.

11. Global South Ketimpangan dan Perebutan Ruang Kebijakan

Global South bukan kelompok yang homogen. Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan
kepulauan memiliki struktur ekonomi, sistem politik, sejarah, serta kepentingan yang berbeda. Namun
banyak di antaranya menghadapi posisi yang sama dalam ekonomi dunia: bergantung pada ekspor
komoditas, menghadapi biaya modal tinggi, dan memiliki pengaruh terbatas dalam penetapan aturan.
Istilah tersebut berguna bila dipakai untuk membaca ketimpangan struktural, bukan untuk menghapus
keragaman. Negara berkembang dapat menjadi mitra, arena, atau aktor yang membentuk hasil.

Perebutan pengaruh di Global South berlangsung melalui proyek infrastruktur, akses mineral, bantuan,
vaksin, teknologi, pendidikan, dan suara diplomatik. Pihak pemberi menawarkan manfaat yang berbeda
dan penerima menegosiasikan syarat. Masyarakat tidak selalu menerima narasi pemerintah atau investor.
Mereka menilai dampak terhadap tanah, pekerjaan, harga, dan layanan publik. Kebijakan luar negeri yang
hanya berfokus pada hubungan elite dapat gagal memahami politik lokal. Legitimasi proyek memerlukan
transparansi dan partisipasi yang bermakna.

Ketimpangan teknologi memperbesar kesenjangan produktivitas. Negara yang tidak memiliki jaringan
broadband, pusat data, talenta, dan modalriset akan lebih banyak menjadi pengguna daripada pencipta.
Namun solusi bukan menunggu kapasitas sempurna. Pemerintah dapat memulai dengan open standards,
perangkat lunak terbuka, pendidikan digital, dan penggunaan teknologi pada masalah lokal. Kerja sama
Selatan-Selatan dapat mengurangi biaya pembelajaran karena negara menghadapi persoalan yang
sebanding. Transfer pengetahuan perlu melibatkan institusi pendidikan dan organisasi lokal.

Ruang kebijakan berarti kemampuan pemerintah mengatur ekonomi demi tujuan pembangunan tanpa
tekanan berlebihan dari pasar atau mitra. Ruang itu tidak identik dengan kebijakan yang sewenang-
wenang. la memerlukan aturan yang stabil, kapasitas analitis, dan akuntabilitas. Perjanjian investasi dan
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perdagangan sebaiknya menyisakan ruang untuk kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan industri
strategis. Negara dapat berkomitmen pada disiplin tertentu sambil menghindari penguncian kebijakan
yang tidak sesuai tahap perkembangannya.

Ketahanan pangan dan kesehatan menjadi isu geopolitik karena konsentrasi produksi dan
ketergantungan impor. Negara yang menguasai benih, pupuk, obat, atau platform distribusi memiliki
pengaruh terhadap kesejahteraan. Namun swasembada total dapat tidak efisien. Yang lebih tepat adalah
kombinasi produksi domestik, diversifikasi pemasok, riset, cadangan, dan kerja sama regional. Pandemi
menunjukkan bahwa rantai pasok kesehatan membutuhkan solidaritas, bukan hanya kompetisi.
Persediaan yang tidak dibarengi distribusi akan meninggalkan kelompok rentan.

Negara-negara Global South dapat memperkuat daya tawar melalui koalisi. Koalisi berhasil ketika
memiliki tujuan terbatas, data bersama, kepemimpinan bergilir, dan manfaat yang dapat dirasakan. Forum
yang terlalu luas tanpa mekanisme pelaksanaan menjadi arena pernyataan. Kerja sama mineral, energi,
pangan, pajak, dan digital dapat lebih efektif jika diarahkan pada proyek konkret. Keberagaman mitra
adalah modal, tetapi koordinasi domestik menentukan apakah peluang tersebut dapat dimanfaatkan.

Bagi Indonesia, kepemimpinan Global South dapat ditempuh melalui agenda substantif: reformasi
pembiayaan iklim, perdagangan yang adil, hilirisasi yang bertanggung jawab, ketahanan kepulauan, dan
tata kelola Al yang inklusif. Indonesia memiliki legitimasi bila kebijakan domestiknya konsisten dengan
agenda tersebut. Pengaruh tidak akan lahir dari pidato saja. la memerlukan data, keberhasilan proyek,
beasiswa, bantuan teknis, dan kesediaan berbagi pengalaman secara jujur, termasuk mengenai kegagalan
dan koreksi kebijakan.

12. Indonesia di Tengah Perebutan Pengaruh

Indonesia memiliki kombinasi aset yang jarang: populasi besar, pasar domestik, posisi di jalur maritim,
sumber daya alam, keragaman sosial, dan peran sentral di ASEAN. Aset tersebut memberi pilihan, tetapi
sekaligus menarik perhatian kekuatan besar. Strategi Indonesia perlu mengubah ukuran menjadi
kapabilitas. Pasar besar hanya menghasilkan daya tawar jika konsumen terlindungi, produktivitas
meningkat, dan industri domestik mampu memasok. Letak strategis hanya menjadi kekuatan jika
pelabuhan, hukum, keamanan, dan konektivitas berfungsi.

Prinsip bebas aktif tetap relevan bila ditafsirkan sebagai kemampuan mengambil keputusan
berdasarkan kepentingan nasional dan perdamaian, bukan sikap netral terhadap semua masalah.
Indonesia dapat bekerja sama dengan banyak negara tanpa menyamakan seluruh kepentingan. Dalam isu
keamanan, Indonesia menegakkan hukum internasional. Dalam ekonomi, Indonesia memilih mitra
berdasarkan manfaat, transparansi, dan risiko. Dalam teknologi, Indonesia menerima investasi sambil
membangun kapasitas dan perlindungan. Kebijakan semacam itu membutuhkan koordinasi antara
diplomasi dan kebijakan domestik.

Strategi industri Indonesia sebaiknya berfokus pada beberapa ekosistem, bukan daftar panjang sektor
prioritas. Pilihan dapat didasarkan pada keunggulan sumber daya, prospek pasar, peluang peningkatan
produktivitas, dan kemampuan riset. Mineral, pangan, maritim, kesehatan, digital, energi, dan manufaktur
dapat dihubungkan melalui pendidikan serta infrastruktur. Insentif harus memiliki indikator kinerja dan
batas waktu. Jika tidak, kebijakan industri berubah menjadi transfer rente. Evaluasi independen penting
untuk mengoreksi program yang tidak menghasilkan pembelajaran.

Hilirisasi merupakan instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah produktivitas, pekerjaan
bermutu, penerimaan negara, dan kemampuan inovasi. Pengolahan yang hanya menghasilkan produk
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antara dapat meningkatkan nilai, tetapi belum tentu menciptakan penguasaan teknologi. Indonesia perlu
mengukur kandungan pengetahuan, kualitas pemasok, paten, dan kapasitas desain. Kerja sama dengan
investor sebaiknya memuat agenda riset serta pengembangan tenaga kerja. Kebijakan lingkungan yang
ketat bukan penghambat bila memberi kepastian dan mendorong teknologi bersih.

Infrastruktur nasional perlu dinilai sebagai jaringan. Jalan, pelabuhan, listrik, internet, bendungan, dan
kawasan industri saling menentukan. Proyek yang berdiri sendiri dapat menjadi aset menganggur jika tidak
terhubung dengan permintaan dan kemampuan pemeliharaan. Perencanaan berbasis data membantu
memilih urutan investasi. Biaya siklus hidup harus diperhitungkan sejak awal. Ketahanan terhadap banjir,
gempa, panas, dan gangguan siber harus menjadi bagian dari desain, bukan tambahan setelah proyek
selesai.

Kualitas manusia adalah sumber daya geopolitik. Negara dengan talenta kuat lebih mampu
menegosiasikan kontrak, mengaudit teknologi, mengembangkan produk, dan merespons krisis. Reformasi
pendidikan perlu mempertemukan literasi dasar, numerasi, sains, teknologi, kemampuan komunikasi,
etika, dan pembelajaran sepanjang hayat. Universitas harus menjadi pusat riset dan pengembangan,
bukan hanya penerbit ijazah. Mobilitas internasional dapat dipakai sebagai investasi jejaring bila disertai
program menarik talenta kembali dan menghubungkannya dengan proyek nasional.

Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi yang berbasis bukti. Perwakilan luar negeri
membutuhkan data sektor, peta rantai pasok, calon investor, dan pemahaman regulasi. Promosi tidak
boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Setiap kesepakatan perlu memiliki pemilik
program, jadwal, indikator, dan mekanisme penyelesaian masalah. Diplomasi dengan perusahaan sama
pentingnya dengan diplomasi antarnegara, tetapi harus transparan dan tidak mengurangi kewenangan
publik.

Kekuatan Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila pertumbuhan dirasakan secara luas.
Ketimpangan wilayah dan kualitas layanan dapat menjadi kerentanan yang dieksploitasi melalui informasi
atau tekanan ekonomi. Kebijakan pembangunan harus memerhatikan Papua, wilayah kepulauan,
perbatasan, kota besar, dan desa sebagai bagian dari ketahanan nasional. Keadilan sosial bukan hanya
tujuan moral; ia juga merupakan prasyarat legitimasi dan stabilitas. Negara yang dipercaya warganya lebih
mampu menjalankan strategi jangka panjang.

Implikasi Analitis

Implikasi strategisnya ialah membangun keunggulan yang dapat dinegosiasikan. Investor dan mitra
harus melihat Indonesia sebagai sumber talenta, pasar, dan solusi, bukan hanya lokasi bahan mentah. Hal
itu memerlukan konsistensi kebijakan lintas periode politik.

13. Perusahaan Korporasi dan Manajemen dalam Lingkungan Geoekonomi

Perusahaan global berada di antara tuntutan pemegang saham, aturan negara, dan risiko geopolitik.
Keputusan lokasi produksi, pemasok, teknologi, data, dan pembiayaan tidak lagi dapat didasarkan pada
biaya semata. Direksi perlu menilai skenario sanksi, perubahan tarif, gangguan energi, pembatasan
ekspor, konflik sosial, dan perubahan regulasi. Manajemen risiko geopolitik bukan ramalan politik; ia
adalah kemampuan menerjemahkan perubahan politik menjadi konsekuensi operasional yang dapat
dikelola.

Perusahaan dapat menggunakan matriks ketergantungan untuk mengidentifikasi pemasok tunggal,
simpul logistik, lisensi teknologi, pasar ekspor, dan sumber pembiayaan yang vital. Tidak semua
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ketergantungan harus dihapus. Manajemen perlu menentukan mana yang dapat ditoleransi, mana yang
membutuhkan pemasok ganda, dan mana yang perlu investasi substitusi. Keputusan sebaiknya
memperhitungkan biaya transisi serta kemungkinan respons pesaing. Ketahanan yang tidak disertai
disiplin biaya dapat mengurangi daya saing; efisiensi tanpa ketahanan dapat menghasilkan kegagalan
besar.

Kepatuhan menjadi bagian dari strategi kompetitif. Perusahaan yang mampu melacak asal bahan,
penggunaan data, dan dampak lingkungan lebih siap menghadapi standar pasar. Sistem traceability
meningkatkan biaya awal, tetapi dapat membuka akses pelanggan dan pembiayaan. Dalam rantai mineral,
misalnya, reputasi mengenai hak masyarakat dan lingkungan memengaruhi penerimaan produk.
Governance, risk, and compliance perlu terhubung dengan operasi, bukan diletakkan sebagai dokumen
legal di akhir proses.

Korporasi juga merupakan aktor diplomatik. Investasi menciptakan hubungan antarmasyarakat, tetapi
korporasi harus berhati-hati agar tidak dipandang sebagai perpanjangan kepentingan negara asing.
Transparansi kepemilikan, pajak, kontrak, dan dampak sosial membangun kepercayaan. Perusahaan lokal
dapat memperluas pengaruh Indonesia melalui standar kerja, inovasi, dan jaringan pasar. Pemerintah
sebaiknya membantu perusahaan memasuki pasar global sambil memastikan dukungan publik tidak
berubah menjadi perlindungan bagi perilaku yang merugikan.

Tata kelola data dan Al menuntut peran manajemen yang baru. Pemimpin harus memahami kualitas
data, bias model, keamanan, dan dampak terhadap pekerjaan. Penggunaan Al untuk rekrutmen, kredit,
pendidikan, atau layanan publik perlu diaudit karena keputusan dapat memengaruhi hak. Akuntabilitas
tidak boleh dialihkan kepada vendor atau algoritma. Organisasi perlu menetapkan pemilik keputusan,
prosedur banding, dokumentasi, dan pelatihan. Kepercayaan pelanggan merupakan aset ekonomi yang
mudah hilang jika teknologi dipakai tanpa kendali.

Strategi korporasi perlu memasukkan hubungan dengan komunitas dan pemerintah daerah. Proyek
yang secara nasional dianggap penting dapat gagal karena konflik lokal, masalah lahan, atau beban
lingkungan. Dialog yang terlambat tidak dapat menggantikan partisipasi sejak awal. Perusahaan yang
menghargai pengetahuan lokal dan membangun manfaat bersama memiliki peluang lebih besar
mempertahankan operasi. Social licence to operate merupakan bentuk kekuatan lunak korporasi yang
memengaruhi ketahanan investasi.

Sekolah bisnis dan program manajemen perlu memperluas kurikulum. Analisis industri harus
mencakup peta kekuatan, regulasi, rantai pasok, dan norma. Keuangan perlu mengajarkan risiko
geopolitik, bukan hanya risiko pasar. Pemasaran perlu memahami reputasi lintas budaya dan informasi
palsu. Operasi perlu mempelajari keberlanjutan serta kontinuitas. Kepemimpinan perlu melatih
kemampuan menimbang nilai, kepentingan, dan ketidakpastian. Dengan demikian, manajer tidak sekadar
reaktif terhadap krisis, tetapi mampu merancang pilihan strategis.

Implikasi Analitis

Implikasi bagi pendidikan manajemen adalah perlunya kemampuan membaca hubungan sebab-akibat
lintas domain. Keputusan produksi dapat dipengaruhi oleh sanksi; keputusan data dapat menentukan
reputasi; keputusan energi dapat mengubah kelayakan finansial. Manajer harus terbiasa bekerja dengan
skenario dan bukti yang tidak lengkap.
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14. Institusi Hukum Internasional dan Masa Depan Multilateralism

Tatanan internasional berbasis aturan menghadapi tekanan karena aturan sering diterapkan tidak
konsisten. Ketika negara besar mengklaim pengecualian, negara kecil mempertanyakan legitimasi sistem.
Namun alternatif berupa dunia tanpa aturan akan lebih merugikan pihak yang lemah. Tantangan utamanya
adalah memperbarui dan menegakkan aturan secara lebih adil. Reformasi perlu mencakup representasi,
transparansi, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan akuntabilitas. Multilateralism tidak boleh dipahami
sebagai mempertahankan semua institusi dalam bentuk lama.

Hukum internasional menyediakan batas terhadap penggunaan kekuatan, pengaturan laut,
perlindungan diplomatik, dan kerja sama ekonomi. la tidak selalu mencegah pelanggaran, tetapi memberi
kerangka untuk mengidentifikasi pelanggaran dan membangun koalisi. Negara perlu menginvestasikan
kapasitas hukum, karena negosiasi dan sengketa semakin teknis. Universitas dan birokrasi dapat
membentuk pusat kajian yang menghubungkan hukum dengan ekonomi, teknologi, dan keamanan.
Kapasitas tersebut meningkatkan kualitas keputusan jauh sebelum perkara masuk pengadilan.

Perubahan iklim, Al, ruang angkasa, dan dunia maya memperlihatkan kesenjangan regulasi. Norma
informal berkembang melalui praktik negara dan standar industri, tetapi prosesnya dapat menguntungkan
pihak yang sudah kuat. Negara berkembang harus terlibat sejak tahap perumusan, bukan hanya
mengadopsi standar setelah selesai. Koalisi regional dan Global South dapat menyusun prinsip bersama
yang kemudian dibawa ke forum global. Keahlian teknis dan legitimasi publik menjadi modal penting
dalam diplomasi norma.

Reformasi multilateral perlu memadukan universalitas dan fleksibilitas. Tidak semua negara mampu
bergerak dengan kecepatan yang sama, tetapi perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan
tujuan bersama. Pengaturan bertingkat memungkinkan kelompok negara memulai kerja sama dengan
standar tinggi sambil memberi jalur bergabung. Mekanisme tersebut harus terbuka, dapat
dipertanggungjawabkan, dan tidak digunakan untuk mengunci keunggulan teknologi. Fleksibilitas yang
dirancang baik memperluas partisipasi; fleksibilitas tanpa batas dapat menghapus kewajiban.

Organisasi regional memiliki peran perantara. Mereka menerjemahkan aturan global ke konteks lokal
dan mengonsolidasikan kepentingan anggota. ASEAN dapat memperkuat fungsi ini melalui mekanisme
sengketa, standardisasi, dan proyek bersama. Regionalism tidak menggantikan globalism, tetapi
menyediakan lapisan ketahanan ketika institusi global mengalami kebuntuan. Kerja sama regional yang
efektif harus menghasilkan layanan nyata: pengurangan biaya perdagangan, respons bencana,
perlindungan pekerja, dan keamanan digital.

Bagi Indonesia, partisipasi multilateral merupakan cara memperbesar pengaruh tanpa meniru
kapasitas material kekuatan besar. Diplomasi koalisi, penyediaan gagasan, dan kepemimpinan isu dapat
membangun reputasi. Namun kredibilitas menuntut konsistensi antara pernyataan dan praktik. Indonesia
perlu memperkuat kualitas data, posisi negosiasi, serta koordinasi antarinstansi. Diplomat memerlukan
dukungan dari akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibawa ke forum
internasional mencerminkan pengetahuan luas.

Masa depan multilateralism kemungkinan bersifat berlapis. Institusi global akan tetap mengatur isu
tertentu, sementara koalisi regional dan minilateral menangani persoalan yang lebih spesifik. Tugas
pentingnya adalah mencegah tumpang tindih menjadi konflik aturan. Interoperabilitas, transparansi, dan
prinsip nondiskriminasi dapat menjadi pengikat. Dunia tidak membutuhkan satu pusat yang mengatur
semua hal, tetapi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan aktor berbeda bekerja sama tanpa
memaksakan keseragaman.
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15. Skenario Geopolitik Ekonomi Kontemporer

Skenario bukan ramalan; ia adalah alat untuk memperluas cara berpikir mengenai masa depan. Dalam
lingkungan yang penuh ketidakpastian, organisasi perlu membayangkan beberapa kombinasi
perkembangan, mengidentifikasi sinyal awal, dan menyiapkan pilihan. Skenario yang baik tidak berhenti
pada cerita. la menjelaskan faktor pendorong, titik belok, konsekuensi, serta indikator yang dapat
dipantau. Pemerintah, perusahaan, dan universitas dapat menggunakan pendekatan ini untuk menguji
apakah strategi mereka tetap relevan ketika kondisi berubah.

Skenario pertama adalah kompetisi terkelola. Amerika Serikat dan Tiongkok tetap bersaing keras pada
teknologi serta keamanan, tetapi menjaga kanal komunikasi dan membatasi pemisahan pada sektor
sensitif. Perdagangan umum tetap berlangsung, investasi dialihkan secara selektif, dan negara menengah
melakukan diversifikasi. Dalam situasi ini, negara yang memiliki infrastruktur dan talenta memperoleh
peluang investasi. Risiko utamanya adalah salah perhitungan pada titik konflik. Kesiapan diplomasi dan
ketahanan rantai pasok menjadi pembeda.

Skenario kedua adalah fragmentasi blok. Kontrol ekspor, tarif, sanksi, dan standar yang berbeda
membagi ekonomi ke dalam jaringan yang sulit berinteraksi. Perusahaan menanggung biaya duplikasi dan
negara berkembang dipaksa memilih. Pertumbuhan global melambat dan tekanan inflasi meningkat.
Indonesia akan menghadapi tekanan untuk menyelaraskan teknologi, pembayaran, dan komoditas.
Strategi yang dibutuhkan ialah pemasok ganda, standar terbuka, cadangan vital, dan diplomasi yang
menjaga ruang gerak.

Skenario ketiga adalah kooperasi pragmatis berbasis krisis. Persaingan tetap berlangsung, tetapi
perubahan iklim, pandemi, pangan, dan energi memaksa negara bekerja sama. Pembiayaan hijau dan
teknologi bersih menjadi ruang pertukaran. Negara yang menawarkan solusi adaptasi dan layanan publik
memperoleh pengaruh. Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai negara kepulauan dan produsen
mineral untuk membangun kemitraan yang menghubungkan mitigasi dengan pembangunan. Hambatan
utamanya adalah ketidakpercayaan dan perbedaan pembagian biaya.

Skenario keempat adalah ketidakstabilan berulang. Tidak ada perang besar yang menetap, tetapi
gangguan siber, konflik lokal, bencana, dan perubahan kebijakan terjadi terus-menerus. Perusahaan
menghadapi volatilitas dan masyarakat mengalami kelelahan krisis. Dalam skenario ini, kapasitas
adaptasi lebih penting daripada prediksi akurat. Pemerintah perlu sistem peringatan dini, anggaran
kontinjensi, latihan lintas sektor, dan komunikasi publik. Organisasi yang belajar dari gangguan akan lebih
kuat daripada organisasi yang hanya menambah prosedur.

Untuk Indonesia, indikator pemantauan mencakup konsentrasi ekspor dan impor, biaya logistik,
ketergantungan pada pemasok teknologi, arus investasi, ketersediaan energi, kualitas cadangan pangan,
perubahan aturan mitra dagang, serta pola latihan militer di kawasan. Indikator sosial juga penting:
persepsi ketimpangan, kepercayaan pada institusi, dan penyebaran disinformasi. Pengambilan keputusan
harus menggabungkan data kuantitatif dengan penilaian kualitatif dari diplomat, pengusaha, peneliti, dan
masyarakat lokal.

Skenario membantu menghindari dua kesalahan. Kesalahan pertama ialah menganggap tren saat ini
akan berlangsung lurus. Kesalahan kedua ialah menganggap semua masa depan sama mungkin sehingga
tidak ada prioritas. Dengan menetapkan beberapa kemungkinan yang masuk akal, organisasi dapat
membedakan strategi tanpa penyesalan dari strategi yang bergantung pada satu asumsi. Infrastruktur
interoperabel, pendidikan, cadangan, dan transparansi biasanya bermanfaat di banyak skenario. Investasi
yang mengunci pilihan perlu ditinjau lebih ketat.
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16. Agenda Kebijakan Strategis bagi Indonesia

Agenda pertama adalah membangun koordinasi kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi.
Diplomasi investasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan vokasi, energi, kawasan industri, dan reformasi
hukum. Satu badan atau forum koordinasi perlu memetakan kepentingan nasional lintas sektor,
menetapkan prioritas terbatas, serta mengevaluasi hasil. Koordinasi bukan berarti semua keputusan
dipusatkan, melainkan memastikan asumsi dan data tidak saling bertentangan. Pemerintah daerah dan
pelaku usaha harus masuk dalam rantai pelaksanaan.

Agenda kedua adalah memperkuat kapabilitas industri dan riset. Negara perlu menentukan teknologi
mana yang harus dikuasai, mana yang cukup diakses, dan mana yang dapat dikerjakan melalui kerja sama.
Pendekatan tersebut memerlukan peta kompetensi, pembiayaan riset jangka panjang, laboratorium,
pengadaan inovatif, serta perlindungan peneliti. Kebijakan riset sebaiknya menghubungkan universitas,
industri, dan masalah publik. Ukuran keberhasilan tidak hanya jumlah publikasi, tetapi juga kualitas
teknologi, produktivitas, dan manfaat sosial.

Agenda ketiga adalah diversifikasi yang disiplin. Indonesia perlu memperluas mitra perdagangan,
investasi, teknologi, dan pembiayaan, tetapi tidak mengejar semua peluang tanpa kapasitas. Diversifikasi
efektif bila diikuti standardisasi, sistem informasi, pelabuhan, sertifikasi, dan tenaga terampil. Pemerintah
perlu menilai biaya kesempatan. Sumber daya diplomatik yang terbatas sebaiknya diarahkan pada sektor
dan negara yang saling melengkapi. Hubungan yang banyak tidak otomatis menjadi hubungan yang kuat.

Agenda keempat adalah memperkuat keamanan ekonomi masyarakat. Stabilitas makro harus
dihubungkan dengan harga pangan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Kebijakan
keamanan yang menaikkan biaya hidup tanpa kompensasi dapat mengurangi legitimasi. Pemerintah perlu
mengembangkan skema bantuan yang tepat sasaran, pelatihan bagi pekerja yang terdampak
restrukturisasi, serta dukungan bagi UMKM agar masuk rantai pasok. Ketahanan nasional diukur dari
kemampuan keluarga menghadapi guncangan, bukan hanya dari indikator agregat.

Agenda kelima adalah memajukan diplomasi maritim dan iklim. Indonesia dapat menawarkan kerja
sama mengenai keselamatan laut, ekonomi biru, adaptasi pesisir, energi bersih, dan penanggulangan
bencana. Agenda tersebut menghubungkan kepentingan domestik dengan kepentingan kawasan. Untuk
memperoleh pengaruh, Indonesia perlu memiliki proyek percontohan, data, standar, dan institusi
pelaksana. Diplomasi berbasis bukti lebih mudah menghasilkan dukungan daripada jargon yang tidak
memiliki mekanisme implementasi.

Agenda keenam adalah tata kelola teknologi yang dapat dipercaya. Indonesia membutuhkan
perlindungan data, keamanan siber, standar Al, pengadaan transparan, dan pendidikan digital. Regulasi
harus cukup kuat melindungi warga tetapi cukup adaptif untuk memungkinkan inovasi. Sandbox, audit
independen, serta mekanisme keluhan dapat membantu. Negara juga harus menyiapkan infrastruktur
publik digital yang mengurangi ketergantungan pada platform tertutup. Kedaulatan digital tumbuh melalui
kemampuan dan kepercayaan, bukan sekadar retorika kontrol.

Agenda ketujuh adalah pembaruan pendidikan manajemen. Pemimpin publik dan swasta perlu
mampu membaca sistem kompleks, mengelola ketidakpastian, dan mengambil keputusan berbasis data.
Studi kasus Indonesia dan Global South harus diperbanyak agar teori tidak selalu diturunkan dari
pengalaman negara maju. Mahasiswa perlu belajar negosiasi, etika, keberlanjutan, analisis jaringan, dan
teknologi. Pendidikan yang baik menghasilkan manajer yang dapat menjembatani bahasa ekonomi, politik,
teknik, dan masyarakat.
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Agenda terakhir adalah memperkuat kepercayaan. Strategi geopolitik jangka panjang membutuhkan
informasi yang dapat dipercaya, hukum yang konsisten, dan pemerintahan yang dapat menjelaskan pilihan
sulit. Transparansi kontrak, pengadaan, insentif, dan dampak lingkungan mengurangi ruang bagi korupsi
serta disinformasi. Kepercayaan tidak berarti semua orang setuju; ia berarti perbedaan dapat diselesaikan
melalui prosedur yang dianggap adil. Dalam dunia yang kompetitif, legitimasi domestik adalah modal
strategis yang tidak dapat dibeli secara cepat.

17. Kesimpulan: Pengaruh yang Berdaulat dan Bertanggung Jawab

Geopolitik dan ekonomi kontemporer membentuk satu medan strategis. Pasar, teknologi, keuangan,
energi, data, dan logistik bukan wilayah netral yang terpisah dari keamanan. Namun penggabungan
keduanya tidak boleh membuat semua hubungan dibaca sebagai konflik. Interdependensi tetap dapat
menghasilkan kemakmuran jika didukung aturan, diversifikasi, dan kepercayaan. Tantangan utama adalah
mengelola titik ketika ketergantungan berubah menjadi kerentanan atau ketika kebijakan keamanan
merusak manfaat kerja sama.

Perebutan pengaruh abad ke-21 berlangsung melalui jaringan. Kekuatan berada pada simpulyang
mengatur arus, tetapi jaringan juga menciptakan peluang bagi negara menengah untuk membangun koalisi
dan menawarkan alternatif. Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan poros penting, tetapi hasil tidak
ditentukan oleh keduanya saja. ASEAN, India, Eropa, negara Teluk, Brasil, perusahaan, universitas, dan
masyarakat memiliki ruang untuk membentuk norma dan pilihan. Dunia yang kompleks menuntut
diplomasiyang lincah serta analisis yang tidak menyederhanakan.

Indonesia memiliki peluang besar bila mampu menyatukan geografi, pasar, sumber daya, manusia,
dan institusi. Bebas aktif perlu diwujudkan melalui kemampuan memilih mitra, menegosiasikan manfaat,
dan menolak ketergantungan yang merugikan. Hilirisasi harus menghasilkan pengetahuan dan
produktivitas. Investasi harus memperkuat pemasok serta pekerjaan. Teknologi harus meningkatkan
pelayanan dan melindungi hak. Diplomasi harus berbasis proyek serta data. Kemandirian bukan
pemutusan hubungan, melainkan kemampuan mengubah keterhubungan menjadi kapasitas nasional.

Tiga prinsip dapat merangkum agenda tersebut. Pertama, keterbukaan selektif: terhubung dengan
dunia sambil mengamankan fungsi vital. Kedua, kapabilitas berlapis: membangun kemampuan domestik,
regional, dan global secara bersamaan. Ketiga, legitimasi bertanggung jawab: memastikan pengaruh
digunakan untuk kesejahteraan, perdamaian, dan keberlanjutan. Ketiganya saling menguatkan. Tanpa
keterbukaan, pembelajaran melemah; tanpa kapabilitas, keterbukaan menjadi ketergantungan; tanpa
legitimasi, kekuatan kehilangan kepercayaan.

Masa depan tidak akan ditentukan hanya oleh negara yang paling besar, melainkan oleh aktor yang
paling mampu belajar, beradaptasi, dan membangun hubungan yang dipercaya. Pemerintah perlu
membaca risiko sebelum menjadi krisis. Perusahaan perlu merancang rantai pasok yang tahan
guncangan. Universitas perlu menghasilkan pengetahuan yang relevan. Masyarakat perlu memiliki literasi
informasi dan ruang partisipasi. Dengan cara itu, geopolitik tidak hanya menjadi arena perebutan, tetapi
juga ruang untuk membangun kerja sama yang lebih adil.

Implikasi akademiknya jelas. Studi geopolitik perlu bergerak melampaui peta dan konflik militer
menuju analisis jaringan ekonomi, teknologi, lingkungan, dan institusi. lmu manajemen perlu
memasukkan risiko politik serta tanggung jawab publik. Ekonomi pembangunan perlu menilai distribusi
nilai dalam rantai global. Pendidikan tinggi Indonesia dapat menjadi tempat dialog antara pengalaman
lokal dan teori global. Pengetahuan yang kuat memberi negara kemampuan untuk bernegosiasi dengan
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lebih percaya diri dan membantu generasi muda memahami perubahan yang menentukan masa depan
mereka.

Pada akhirnya, pengaruh yang paling bernilai adalah kemampuan memperluas pilihan, bukan
kemampuan memaksa pihak lain kehilangan pilihan. Negara yang menawarkan pasar yang sehat, teknologi
yang dapat dipercaya, pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta aturan yang adil akan memiliki pengaruh
yang lebih tahan lama. Indonesia dapat mengambil bagian dalam arah tersebut. Syaratnya ialah
konsistensi, kapasitas, dan keberanian memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti. Abad ke-21 tidak
menjanjikan stabilitas otomatis, tetapi memberikan kesempatan bagi negara yang mampu
menggabungkan strategi, pengetahuan, dan tanggung jawab.

Pendalaman Tematik dan Aplikasi

A. Membaca Kekuasaan melalui Kapabilitas dan Ketergantungan

Ukuran kekuatan nasional tidak cukup dijelaskan oleh produk domestik bruto atau jumlah penduduk.
Kapabilitas yang relevan bergantung pada masalah yang sedang dihadapi. Negara dengan pasar besar
memiliki daya tawar terhadap perusahaan, tetapi belum tentu mampu mengembangkan teknologi inti.
Negara dengan militer kuat dapat melindungi jalur perdagangan, tetapi belum tentu mampu menyediakan
pembiayaan pembangunan. Karena itu, evaluasi kekuatan perlu menggunakan profil kapabilitas:
kemampuan finansial, industri, ilmiah, administratif, diplomatik, sosial, dan ekologis. Profil tersebut
menunjukkan kombinasi keunggulan dan titik lemah yang berbeda.

Ketergantungan menjadi problematis ketika tidak simetris, tidak terlihat, dan sulit diganti.
Ketergantungan simetris memungkinkan kedua pihak memiliki biaya jika hubungan terputus.
Ketergantungan asimetris memberi salah satu pihak ruang menekan pihak lain. Ketergantungan yang tidak
terlihat sering berupa perangkat lunak, lisensi, standar, atau data sehingga baru disadari ketika akses
dibatasi. Ketergantungan yang sulit diganti memerlukan investasi dan waktu untuk dikurangi. Pemerintah
perlu membangun peta ketergantungan untuk sektor vital, lalu menentukan tingkat risiko yang dapat
diterima.

Analisis jaringan membantu memperjelas masalah tersebut. Dalam jaringan perdagangan, node
adalah negara, perusahaan, pelabuhan, pusat distribusi, atau pemasok. Link adalah arus barang, modal,
data, dan energi. Node dengan banyak koneksi belum tentu paling kuat; yang penting adalah apakah
koneksi tersebut dapat mengendalikan arus atau menggantikan jalur lain. Kebijakan ketahanan sebaiknya
mencari titik yang paling menentukan kegagalan sistem. Pendekatan ini lebih hemat daripada
menduplikasi seluruh rantai pasok. la juga membantu membedakan cadangan strategis dari persediaan
yang hanya menumpuk.

Kapabilitas yang dapat digunakan berulang kali menjadi sumber pengaruh yang lebih berharga
daripada keuntungan satu kali. Kemampuan melakukan riset, menyusun standar, memelihara
infrastruktur, dan melatih tenaga kerja menghasilkan pilihan baru pada masa depan. Sebaliknya,
pendapatan komoditas tanpa pembelajaran dapat menguap ketika harga berubah. Strategi nasional perlu
mengubah sumber daya menjadi kemampuan organisasi. Di sinilah kualitas birokrasi, universitas, dan
perusahaan menjadi penting. Pengaruh yang tahan lama dibangun melalui pembelajaran yang
terinstitusionalisasi, bukan hanya melalui keputusan pemimpin tertentu.

Bagi manajemen, implikasinya adalah perlunya dashboard strategis yang menggabungkan indikator
ekonomi dan politik. Dashboard dapat memuat konsentrasi pemasok, perubahan aturan, biaya logistik,
arus investasi, risiko sosial, dan sinyal teknologi. Data tidak menggantikan penilaian; ia memberi dasar
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agar diskusi tidak dikuasai kesan sesaat. Organisasi perlu menetapkan siapa yang menafsirkan indikator,
kapan strategi diuji, dan bagaimana keputusan dikoreksi. Dengan proses itu, geopolitik masuk ke tata
kelola secara rutin, bukan hanya dibicarakan ketika krisis meledak.

B. Sanksi Kontrol Ekspor dan Seni Negosiasi Ekonomi

Sanksi adalah instrumen yang berada di antara diplomasi dan konflik. la dirancang untuk mengubah
kalkulasi target dengan menaikkan biaya, membatasi akses, atau mengirimkan sinyal. Keberhasilan sanksi
tergantung pada tujuan yang dapat dicapai dan kemampuan mengawasi pelaksanaan. Sanksi yang
bertujuan terlalu luas sulit menghasilkan kepatuhan. Sanksi yang tidak memiliki jalur pencabutan dapat
mendorong target berinvestasi pada substitusi dan menganggap kompromi tidak berguna. Kebijakan yang
efektif memadukan tekanan dengan tawaran yang kredibel.

Kontrol ekspor teknologi berbeda dari embargo umum karena menyasar kemampuan masa depan.
Pembatasan chip, mesin, perangkat lunak, dan pengetahuan dapat memperlambat inovasi lawan, tetapi
juga memengaruhi perusahaan di negara pengekspor. Perusahaan kehilangan pasar, sementara target
terdorong membangun industri substitusi. Dalam jangka panjang, hasilnya bergantung pada kecepatan
inovasi, kualitas pendidikan, serta kedalaman ekosistem manufaktur. Negara ketiga harus menilai apakah
mengikuti kontrol tersebut akan meningkatkan keamanan atau justru menutup peluang pembangunan.

Negosiasi ekonomi dalam lingkungan geopolitik memerlukan pemahaman mengenai kepentingan
lawan dan batas domestiknya. Pemerintah tidak hanya bernegosiasi dengan negara lain, tetapi juga
dengan parlemen, perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Kesepakatan yang secara internasional terlihat
baik dapat gagal jika tidak memiliki dukungan implementasi di dalam negeri. Oleh karena itu, persiapan
negosiasi perlu meliputi peta pemangku kepentingan, opsi cadangan, data dampak, serta strategi
komunikasi. Kemampuan mengatakan tidak akan lebih kuat jika negara memiliki alternatif yang nyata.

Indonesia dapat memanfaatkan prinsip timbal balik yang terukur. Akses pasar dapat ditukar dengan
pelatihan, standar, investasi pemasok, dan riset. Insentif tidak harus diberikan di muka; sebagian dapat
disesuaikan dengan pencapaian. Pemerintah perlu menjaga agar negosiasi tidak terpecah antara
kementerian, sehingga mitra memanfaatkan perbedaan posisi. Sistem evaluasi setelah kesepakatan
ditandatangani sama pentingnya dengan seremoni penandatanganan. Perjanjian yang tidak diawasi akan
kehilangan nilai strategisnya.

Sanksi juga menguiji etika kebijakan. Dampak pada warga sipil, obat, pangan, dan pendidikan perlu
diperhitungkan. Pengecualian kemanusiaan harus dapat digunakan, bukan hanya tercantum di atas
kertas. Transparansi mengenai alasan dan indikator pencabutan meningkatkan legitimasi. Negara
berkembang yang menjadijalur perdagangan perlu memperkuat kepatuhan tanpa menjadikan pelaku
usaha kecil korban ketidakjelasan. Dengan keseimbangan tersebut, keamanan dan prinsip kemanusiaan
tidak diposisikan sebagai tujuan yang selalu bertentangan.

C. Rantai Nilai Global dan Transformasi Produktivitas

Rantai nilai global menghubungkan perusahaan, pekerja, teknologi, dan pasar dalam pembagian kerja
lintas negara. Pembagian ini dapat meningkatkan produktivitas karena setiap lokasi mengembangkan
keahlian tertentu. Namun posisi dalam rantai tidak sama. Aktivitas yang mudah dipindahkan menghadapi
tekanan harga, sedangkan aktivitas yang menguasai merek, desain, dan standar memperoleh margin lebih
tinggi. Negara berkembang perlu membaca struktur tata kelola rantai: siapa menetapkan spesifikasi, siapa
mengendalikan data pelanggan, dan siapa menanggung risiko persediaan serta lingkungan.

Halaman 25



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Geopolitik dan Ekonomi Kontemporer: Perebutan Pengaruh di Abad ke-21 | IBM-ASMI 2026

Upgrading tidak selalu berarti membuat produk lebih canggih secara teknis. Upgrading dapat berupa
peningkatan proses, perpindahan ke produk bernilai lebih tinggi, penguasaan fungsi seperti desain dan
logistik, atau pengembangan rantai baru. Kebijakan harus menentukan jenis peningkatan yang realistis
bagi sektor dan wilayah. Pelatihan operator saja tidak cukup jika keputusan desain tetap di luar negeri.
Kemitraan universitas—industri, sertifikasi, dan pembiayaan peralatan membantu perusahaan domestik
memasuki tahapan yang lebih kompleks.

Resiliensi rantai pasok bukan alasan untuk mengabaikan efisiensi. Perusahaan perlu menghitung
expected loss dari gangguan, biaya pemasok alternatif, waktu pemulihan, dan dampak reputasi. Digital
twin rantai pasok, sensor, serta analitik prediktif dapat meningkatkan visibilitas, tetapi kualitas data dan
kemampuan interpretasi menentukan manfaat. Pemasok kecil harus dibantu mengadopsi standar agar
ketahanan tidak hanya menjadi kemampuan perusahaan besar. Ketimpangan baru akan muncul jika biaya
kepatuhan sepenuhnya dibebankan kepada usaha kecil.

Indonesia memiliki peluang pada industri yang terkait dengan sumber daya, konsumsi domestik, dan
posisi regional. Agar peluang tidak berhenti pada perakitan, kebijakan harus menetapkan jalur
pembelajaran. Perusahaan asing dapat menjadi jangkar, tetapi perlu ada pemasok lokal yang tumbuh,
lembaga riset yang memecahkan masalah produksi, dan tenaga kerja yang naik ke tugas teknis. Insentif
berbasis output lebih baik daripada insentif berbasis janji. Evaluasi juga perlu mengukur keberlanjutan
energi dan dampak wilayah.

Transformasi produktivitas membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan. Pabrik dapat dibangun
dalam dua tahun, tetapi ekosistem keterampilan dan pemasok memerlukan satu dekade. Ketidakpastian
kebijakan membuat perusahaan menunda investasijangka panjang. Pemerintah perlu menjaga prinsip
umum sambil menyediakan ruang eksperimen. Keterlibatan asosiasi industri, pemerintah daerah, dan
lembaga pendidikan membuat strategi lebih dekat dengan masalah pelaksanaan. Dalam konteks
geopolitik, konsistensi domestik sendiri menjadi sinyal kredibilitas bagi mitra luar negeri.

D. Infrastruktur Konektivitas dan Politik Ruang

Infrastruktur memiliki sifat material sekaligus politis. Jalan dan pelabuhan menentukan arus,
sementara standar pembiayaan dan kontrak menentukan siapa menanggung biaya. Konektivitas dapat
menyatukan wilayah, tetapi juga memusatkan manfaat pada koridor tertentu. Analisis perlu menilai
distribusi manfaat, akses bagi usaha kecil, dampak terhadap tanah, dan kemampuan pemeliharaan.
Proyek yang megah tetapi tidak memiliki model operasi dapat menciptakan kewajiban fiskal. Infrastruktur
yang sederhana namun terawat sering menghasilkan manfaat lebih besar.

Pelabuhan, kabel bawah laut, dan pusat data membentuk arsitektur strategis yang sering berada jauh
dari perhatian publik. Gangguan pada satu simpul dapat memengaruhi komunikasi, pembayaran, dan
logistik. Pemerintah perlu melakukan pemetaan aset kritis serta menetapkan persyaratan keamanan dan
redundansi. Kolaborasi internasional diperlukan karena jalur tersebut lintas batas. Namun kerja sama
harus menjelaskan akses, pemeliharaan, dan prosedur ketika terjadi konflik atau bencana.

Pembiayaan infrastruktur dapat berasal dari anggaran, pinjaman, investasi swasta, atau kemitraan
publik-swasta. Setiap model membagi risiko dengan cara berbeda. Pemerintah harus memahami risiko
permintaan, nilai tukar, pembengkakan biaya, serta perubahan teknologi. Kontrak yang tidak transparan
meningkatkan potensi sengketa dan beban generasi mendatang. Analisis nilai untuk uang perlu
membandingkan opsi desain dan biaya siklus hidup, bukan hanya biaya konstruksi. Kapasitas negosiasi
publik menentukan kualitas hasil.
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Pembangunan koridor perlu memasukkan dimensi sosial. Masyarakat yang dipindahkan, nelayan yang
kehilangan akses, atau pekerja informal yang terdampak memerlukan proses yang adil. Konflik yang
diabaikan dapat menghambat proyek dan merusak reputasi negara. Konsultasi bukan formalitas; ia
menyediakan informasi lokal mengenai risiko banjir, pola mobilitas, dan hubungan sosial. Infrastruktur
yang diterima masyarakat memiliki ketahanan politik lebih baik. Keadilan prosedural menjadi bagian dari
kelayakan ekonomi.

Bagi Indonesia, konektivitas antarwilayah dapat menjadi instrumen integrasi nasional dan diplomasi
regional. Pelabuhan dan kawasan industri perlu dihubungkan dengan pendidikan, energi, serta pusat
inovasi. Pembangunan di wilayah perbatasan juga memiliki dimensi pelayanan warga dan keamanan.
Kebijakan yang hanya mengejar volume muatan dapat mengabaikan pemerataan. Tujuan strategis harus
dinyatakan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai manfaat dan trade-off yang menyertainya.

E. Kecerdasan Buatan dan Perubahan Distribusi Keunggulan

Al mengubah distribusi keunggulan karena kemampuan analitik dapat diterapkan pada banyak sektor
secara bersamaan. Keuntungan tidak hanya datang dari model, tetapi dari data, komputasi, talenta,
proses bisnis, dan kemampuan menguiji hasil. Organisasi yang memiliki data melimpah tetapi buruk tidak
otomatis unggul. Model yang akurat di laboratorium dapat gagal pada bahasa, kebiasaan, atau
infrastruktur lokal. Penggunaan Al memerlukan proses validasi yang memahami konteks, bukan hanya
ukuran performa teknis.

Negara maju memiliki keunggulan komputasi dan modal, sedangkan negara berkembang dapat
memiliki data masalah lokal dan pasar penggunaan yang besar. Keunggulan kedua dapat menjadi sumber
inovasi jika ada kemampuan mengubah kebutuhan menjadi produk. Indonesia dapat mengembangkan Al
untuk bahasa, pertanian, kehutanan, kesehatan daerah, pendidikan, dan kebencanaan. Proyek perlu
melibatkan pengguna sejak desain. Model yang dibuat tanpa pemahaman lapangan akan menambah
pekerjaan manual dan menghasilkan keputusan yang tidak adil.

Al memperkenalkan risiko konsentrasi. Infrastruktur komputasi, model dasar, dan platform berada
pada sedikit perusahaan. Ketergantungan terhadap penyedia tertentu dapat mengurangi kemampuan
pemerintah menegosiasikan harga dan aturan. Kebijakan kompetisi, portabilitas data, dan open standards
mengurangi lock-in. Negara tidak perlu membangun seluruh tumpukan teknologi sendiri, tetapi harus
memahami lapisan mana yang kritis dan memiliki alternatif. Kemampuan melakukan audit vendor menjadi
bagian dari kedaulatan.

Perubahan pekerjaan perlu dikelola melalui desain organisasi dan pendidikan. Al dapat
mengotomatisasi tugas rutin sekaligus meningkatkan tuntutan pada penilaian, komunikasi, dan
pemecahan masalah. Pekerja yang diberi pelatihan dan ruang bereksperimen dapat memperoleh manfaat,
sedangkan pekerja yang hanya diawasi algoritma menghadapi stres dan hilangnya otonomi. Manajemen
harus menjelaskan tujuan penggunaan teknologi, menetapkan batas pengawasan, dan mengukur kualitas
kerja, bukan hanya kecepatan.

Dalam pendidikan tinggi, Al sebaiknya dipakai untuk memperkuat kemampuan berpikir. Mahasiswa
perlu belajar memeriksa sumber, merumuskan masalah, merancang penelitian, serta mengkritik keluaran
model. Dosen berperan sebagai pembimbing penalaran dan etika. Institusi harus memiliki kebijakan
mengenai privasi, atribusi, dan integritas akademik yang dapat diterapkan secara adil. Teknologi akan
memberi manfaat bila memperluas kesempatan belajar tanpa menggantikan tanggung jawab intelektual.
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F. Energi Pangan dan Ketahanan Sosial

Energi dan pangan adalah sektor ekonomi sekaligus fondasi legitimasi pemerintah. Kenaikan harga
dapat memengaruhi inflasi, upah riil, dan stabilitas politik. Kebijakan luar negeri yang ambisius akan sulit
bertahan bila kebutuhan domestik tidak terpenuhi. Ketahanan tidak berarti menolak impor; ia berarti
memiliki kemampuan mengantisipasi gangguan, mengelola cadangan, dan melindungi kelompok rentan.
Diversifikasi sumber dan jalur distribusi mengurangi risiko, sedangkan data real time membantu
pemerintah merespons lebih cepat.

Perubahan iklim memperbesar ketidakpastian produksi pangan dan energi. Kekeringan, banjir,
gelombang panas, dan gangguan pelabuhan dapat terjadi bersamaan. Perencanaan perlu memakai
skenario, bukan rata-rata historis saja. Investasi irigasi, penyimpanan, benih adaptif, efisiensi energi, dan
jaringan yang fleksibel meningkatkan kapasitas bertahan. Petani dan konsumen perlu dilibatkan karena
kebijakan yang hanya mengandalkan proyek fisik dapat mengabaikan pengetahuan serta insentif di
lapangan.

Energi bersih memberi peluang industrialisasi, tetapi membutuhkan jaringan, penyimpanan, serta
pembiayaan. Biaya awal yang tinggi harus dibandingkan dengan biaya polusi, impor, dan risiko iklim.
Kebijakan transisi perlu memperhatikan pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama. Pelatihan
serta diversifikasi ekonomi mencegah transisi menjadi sumber pengangguran. Pembiayaan yang adil juga
harus memastikan negara berkembang tidak dibebani syarat yang membuat energi bersih tidak terjangkau.

Pangan memiliki dimensi diplomasi. Perdagangan regional dapat menstabilkan pasokan, tetapi
pembatasan ekspor saat krisis dapat merusak kepercayaan. ASEAN membutuhkan data stok, koordinasi,
dan protokol bantuan. Indonesia dapat mendorong kerja sama benih, riset tropis, dan logistik kepulauan.
Kedaulatan pangan yang matang menggabungkan produksi, perdagangan, gizi, dan keberlanjutan. Menilai
keberhasilan hanya dari volume produksi dapat menyembunyikan masalah distribusi dan akses rumah
tangga.

Ketahanan sosial ditentukan oleh kemampuan masyarakat menerima dan menyesuaikan diri dengan
perubahan harga serta teknologi. Bantuan sementara penting, tetapi kebijakan jangka panjang harus
menaikkan produktivitas dan pendapatan. Perlindungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan
mengurangi biaya transisi. Ketika warga merasa memiliki masa depan, mereka lebih mampu menghadapi
perubahan geopolitik. Stabilitas sosial bukan keadaan diam; ia adalah kapasitas untuk berubah tanpa
pecah.

G. Investasi Asing Tata Kelola dan Distribusi Manfaat

Investasi asing dapat mempercepat pembangunan, tetapi dampak akhirnya ditentukan oleh institusi
penerima. Negara yang memiliki strategi jelas dapat menegosiasikan teknologi, keterkaitan pemasok, dan
pekerjaan bermutu. Negara yang hanya mengejar nilai komitmen berisiko memberikan insentif besar tanpa
pengembalian publik. Analisis investasi harus membedakan modal yang menambah kapasitas produktif
dengan akuisisi aset yang hanya memindahkan kepemilikan. Keduanya mungkin sah, tetapi konsekuensi
strategisnya berbeda.

Kepastian hukum tidak berarti menjamin semua permintaan investor. Kepastian berarti aturan
diketahui, diterapkan konsisten, dan dapat diuji. Pemerintah perlu menjelaskan standar lingkungan, hak
pekerja, pajak, serta proses perizinan. Investor yang bertanggung jawab umumnya membutuhkan
kepastian yang sama dengan masyarakat. Ketika aturan dapat dinegosiasikan secara tertutup, perusahaan
yang memperoleh keuntungan jangka pendek dapat merusak iklim investasi bagi pihak lain.
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Distribusi manfaat perlu dirancang sejak awal. Penerimaan negara, pendapatan daerah, pelatihan,
peluang pemasok, dan perlindungan lingkungan dapat dicantumkan sebagai indikator. Masyarakat lokal
harus memperoleh informasi mengenai risiko dan manfaat dalam bahasa yang dipahami. Mekanisme
pengaduan harus independen dan dapat ditindaklanjuti. Transparansi tidak menghilangkan konflik, tetapi
mengurangi kecurigaan dan memberi dasar untuk menyelesaikan perbedaan.

Korporasi multinasional membawa standar dan jaringan, tetapi tidak selalu membawa fungsi riset
bernilai tinggi. Pemerintah dapat mengembangkan program yang menghubungkan cabang lokal dengan
universitas serta pemasok. Pengadaan publik dapat menjadi pasar awal bagi solusi lokal. Kebijakan seperti
itu mendorong perusahaan memindahkan sebagian aktivitas pengetahuan, bukan sekadar aktivitas fisik.
Keberhasilan diukur dari peningkatan kapabilitas domestik setelah insentif berakhir.

Indonesia perlu membangun reputasi sebagai lokasi investasi yang dapat dipercaya. Reputasi lahir dari
penyelesaian sengketa, konsistensi kebijakan, kualitas pekerja, dan komitmen lingkungan. Promosi yang
berlebihan dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Diplomasi investasi harus berani mengakui
masalah serta menawarkan rencana perbaikan. Kejujuran meningkatkan kredibilitas dan menarik investor
yang menilai jangka panjang.

H. Pajak Perdagangan dan Persaingan Memperebutkan Ruang Fiskal

Geoekonomi juga berlangsung melalui pajak. Negara bersaing menarik investasi, tetapi sekaligus
membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan.
Kompetisi pajak yang tidak terkendali dapat mengurangi ruang fiskal. Kesepakatan pajak internasional,
pertukaran informasi, dan pengawasan transaksi digital berupaya mengurangi penghindaran. Bagi negara
berkembang, kapasitas administrasi pajak sama pentingnya dengan tingkat tarif.

Perdagangan digital mengubah cara menciptakan nilai dan memindahkan laba. Perusahaan dapat
melayani pasar tanpa kehadiran fisik yang besar, sementara aturan pajak masih berakar pada konsep
lama. Negara perlu memperbarui data, sistem pembayaran, dan kompetensi pemeriksa. Kesederhanaan
bagi usaha kecil harus dipertahankan. Administrasi yang terlalu rumit mendorong informalitas dan
mengurangi kepatuhan. Teknologi dapat membantu, tetapi keputusan pajak tetap harus transparan dan
dapat dijelaskan.

Subsidi dan insentif industri memiliki pembenaran bila menghasilkan eksternalitas pengetahuan,
pekerjaan, atau ketahanan. Namun subsidi yang tidak memiliki batas waktu menjadi beban dan
memelihara perusahaan yang tidak produktif. Evaluasi perlu menghitung biaya penerimaan yang hilang
serta manfaat yang benar-benar terjadi. Kebijakan harus menyatakan indikator keluar sejak awal.
Pengawasan parlemen dan publik mengurangi peluang insentif menjadi alat pertukaran politik.

Pajak juga dapat mendukung transisi energi dan pemerataan. Pajak karbon, insentif energi bersih, atau
pajak atas rente sumber daya dapat memengaruhi investasi. Desainnya harus memperhatikan dampak
terhadap rumah tangga miskin dan daerah penghasil. Penerimaan perlu dikembalikan melalui layanan,
transfer, atau investasi produktif. Tanpa penggunaan yang terlihat, kebijakan fiskal akan dianggap sebagai
beban, bukan kontrak sosial.

Ruang fiskal memperkuat posisi geopolitik karena memungkinkan negara membiayai kapasitas tanpa
terlalu bergantung pada pihak luar. Penerimaan yang adil dan belanja yang efektif meningkatkan
kepercayaan. Indonesia perlu memperkuat basis pajak sambil menjaga kepastian bagi usaha yang patuh.
Diskusi perpajakan harus menghubungkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Negara yang
tidak mampu membiayai fungsi publik akan lebih mudah ditekan oleh perubahan eksternal.
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I. ASEAN Sentralitas dan Strategi Negara Menengah

Sentralitas ASEAN sering digunakan untuk menjelaskan peran organisasi dalam arsitektur kawasan.
Sentralitas harus diwujudkan melalui agenda, aturan, dan hasil. Jika ASEAN hanya menjadi lokasi
pertemuan, kekuatan besar akan menentukan agenda di luar mekanisme regional. Negara anggota perlu
menyepakati prioritas yang dapat dilaksanakan: konektivitas, ekonomi digital, keamanan maritim,
kesehatan, dan iklim. Agenda yang terlalu luas mengurangi kemampuan sekretariat memantau hasil.

Negara menengah memperoleh manfaat dari kerja sama karena biaya bernegosiasi dengan kekuatan
besar menjadi lebih rendah ketika posisi disatukan. Namun persatuan membutuhkan kompromi. Anggota
dengan tingkat pembangunan berbeda dapat memilih kecepatan yang berbeda, asalkan tujuan dan prinsip
dasarnya jelas. Mekanisme pembiayaan dan bantuan teknis membantu anggota yang tertinggal. Integrasi
yang tidak memperhatikan kesenjangan dapat memperkuat resistensi domestik.

ASEAN juga perlu memperkuat koneksi antara pemerintah dan sektor usaha. Perusahaan menghadapi
hambatan teknis di perbatasan, sedangkan negosiasi sering berhenti pada dokumen. Forum regulasi dan
uji coba lintas negara dapat mempercepat implementasi. UMKM memerlukan informasi, sertifikasi, dan
pembiayaan agar dapat memanfaatkan pasar regional. Integrasi ekonomi akan lebih legitim jika
manfaatnya terlihat pada pelaku usaha di luar pusat metropolitan.

Dalam keamanan, ASEAN dapat mendorong kebiasaan transparansi dan komunikasi krisis. Latihan
pencarian dan pertolongan, patroli terkoordinasi, serta pertukaran data maritim membangun kepercayaan
tanpa menciptakan aliansi eksklusif. Pendekatan praktis membantu mengurangi risiko salah perhitungan.
Isuyang tidak disepakati secara politik masih dapat dikelola melalui kerja sama teknis. Kesabaran
institusional merupakan kekuatan, tetapi harus disertai kemajuan nyata.

Indonesia dapat menjadi penghubung kepentingan anggota daratan dan maritim, negara besar dan
kecil, serta ekonomiyang berbeda. Peran itu menuntut kemampuan mendengar dan menawarkan
kompromi. Indonesia perlu menjaga agar kepemimpinan regional tidak dibaca sebagai dominasi. Inisiatif
yang terbuka, berbasis manfaat, dan menyediakan ruang bagi anggota lain akan memperkuat
kepercayaan. Sentralitas regional pada akhirnya bergantung pada kualitas hubungan antaranggota.

J. Demografi Urbanisasi dan Perebutan Masa Depan

Perebutan pengaruh juga terjadi melalui demografi dan kota. Negara yang memiliki penduduk
produktif, kota inovatif, dan sistem pendidikan adaptif dapat tumbuh lebih cepat. Negara yang gagal
menciptakan pekerjaan akan menghadapi frustrasi sosial. Urbanisasi mempertemukan talenta, pasar, dan
infrastruktur, tetapi juga memperbesar ketimpangan serta tekanan lingkungan. Kebijakan kota perlu dilihat
sebagai bagian dari strategi ekonomi dan keamanan, bukan hanya urusan tata ruang.

Kota menjadi simpul global melalui pelabuhan, universitas, perusahaan, dan komunitas kreatif.
Pemerintah daerah dapat membangun hubungan internasional untuk investasi, ilmu, dan penanggulangan
bencana. Namun hubungan tersebut perlu selaras dengan kebijakan nasional mengenai data, utang, dan
keamanan. Kota yang memiliki kapasitas data dapat merespons banjir dan kemacetan dengan lebih baik.
Kesenjangan antarwilayah akan melebar bila teknologi hanya terkonsentrasi pada kota besar.

Bonus demografi bukan hadiah otomatis. la menjadi keuntungan ketika kualitas kesehatan,
pendidikan, dan pekerjaan meningkat. Jika produktivitas stagnan, jumlah penduduk usia kerja dapat
menjadi beban. Industri perlu terhubung dengan sekolah dan universitas, sementara kurikulum perlu
mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan kemampuan dasar. Pelatihan ulang harus tersedia
bagi pekerja yang terdampak otomatisasi dan restrukturisasi rantai pasok.
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Migrasi dan mobilitas tenaga kerja memiliki dimensi geopolitik. Negara yang memiliki talenta menarik
investasi; negara asal dapat memperoleh remiten serta jaringan. Perlindungan pekerja migran
meningkatkan reputasi dan manfaat jangka panjang. Indonesia perlu memperkuat pengakuan kualifikasi,
pelatihan bahasa, serta layanan diplomatik. Mobilitas bukan sekadar arus keluar tenaga kerja, melainkan
strategi membangun pengetahuan dan hubungan antarnegara.

Generasi muda menilai legitimasi berdasarkan kesempatan dan keadilan. Mereka terhubung dengan
informasi global dan membandingkan kualitas layanan secara langsung. Pemerintah yang tidak mampu
menjelaskan strategi akan kehilangan kepercayaan. Pendidikan kewargaan, literasi digital, dan ruang
partisipasi membantu masyarakat memahami trade-off kebijakan. Masa depan geopolitik ditentukan oleh
apakah generasi muda melihat keterhubungan global sebagai kesempatan atau sebagai sumber
ketidakadilan.

K. Metodologi Analisis Strategis bagi Pengajaran dan Penelitian

Analisis geopolitik-ekonomi dapat diajarkan melalui pemetaan aktor, kepentingan, instrumen,
jaringan, dan skenario. Mahasiswa memilih satu kasus, misalnya proyek energi atau platform digital, lalu
menelusuri keputusan dari tingkat lokal hingga global. Mereka membedakan fakta, interpretasi, dan
asumsi. Cara ini mencegah diskusi menjadi opini umum. Setiap klaim harus dikaitkan dengan data atau
sumber yang dapat diperiksa.

Pemetaan pemangku kepentingan membantu mengidentifikasi siapa yang memperoleh manfaat dan
siapa yang menanggung risiko. Pemerintah, perusahaan, pekerja, masyarakat lokal, konsumen, lembaga
keuangan, dan mitra asing dapat memiliki tujuan berbeda. Analisis tidak berhenti pada aktor formal.
Pemilik manfaat, pemasok tidak langsung, serta kelompok yang tidak terwakili juga penting. Mahasiswa
dapat menggunakan matriks pengaruh—kepentingan, tetapi harus menjelaskan dasar penilaiannya.

Analisis skenario menguji ketahanan strategi. Kelompok mahasiswa menyusun dua atau tiga
pendorong ketidakpastian, seperti perubahan aturan ekspor dan harga energi. Mereka kemudian menilai
dampak terhadap investasi, pekerjaan, dan layanan publik. Tugas akhir bukan memilih skenario paling
disukai, melainkan menemukan keputusan yang tetap bermanfaat di beberapa kondisi. Metode ini melatih
fleksibilitas tanpa menghilangkan tuntutan bukti.

Penelitian kuantitatif dapat memperkaya narasi dengan data perdagangan, jaringan investasi,
konsentrasi pasar, atau indeks risiko. Namun angka harus dibaca dengan hati-hati. Indeks
menggabungkan indikator dan keputusan metodologis yang dapat menyembunyikan variasi. Data nasional
tidak selalu menggambarkan wilayah. Peneliti perlu menyatakan keterbatasan, memperiksa sumber, dan
melakukan analisis sensitivitas. Kualitas pertanyaan lebih penting daripada banyaknya grafik.

Bagi program manajemen, kasus geopolitik memperluas pemahaman mengenai strategi. Mahasiswa
belajar bahwa keputusan pemasaran dapat dipengaruhi aturan data, keputusan operasi oleh sanksi, dan
keputusan investasi oleh perubahan iklim. Kompetensi tersebut relevan bagi sektor publik maupun
swasta. Kampus dapat membangun laboratorium kebijakan yang menghubungkan dosen, mahasiswa,
perusahaan, dan pemerintah daerah. Pengetahuan yang dihasilkan menjadi lebih berguna bila kembali
kepada masalah nyata.

L. Batasan Analisis dan Etika Penggunaan Istilah Geopolitik

Istilah geopolitik sering digunakan untuk memberi kesan besar pada keputusan biasa. Tidak semua
proyek merupakan bagian dari rencana strategis negara. Perusahaan dapat berinvestasi karena alasan
pasar, bukan instruksi pemerintah. Penggunaan istilah yang berlebihan membuat analisis kehilangan
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ketepatan dan menimbulkan kecurigaan. Peneliti perlu membedakan korelasi, niat, dan dampak. Bukti
mengenai koordinasi harus dipisahkan dari dugaan yang hanya didasarkan pada kesamaan waktu.

Analisis juga berisiko menjadi deterministik secara geografis. Letak penting, tetapi institusi dan pilihan
manusia menentukan apakah letak menghasilkan keuntungan. Negara kepulauan tidak otomatis unggul
maritim; negara kaya mineral tidak otomatis sejahtera. Pendidikan, hukum, teknologi, dan organisasi
mengubah arti geografi. Pendekatan yang baik menggunakan geografi sebagai kondisi, bukan takdir. Hal
tersebut membuka ruang bagi kebijakan dan pembelajaran.

Kritik terhadap kekuatan besar tidak boleh berubah menjadi romantisasi semua negara berkembang.
Pemerintah di Global South juga dapat melakukan korupsi, represi, atau kebijakan yang merusak
lingkungan. Analisis yang adil menilai perilaku berdasarkan bukti dan dampak, bukan asal negara.
Kedaulatan penting, tetapi kedaulatan tidak menghapus hak warga atau kewajiban hukum. Prinsip tersebut
membantu menjaga kualitas akademik dan moral pembahasan.

Ketidakpastian harus dinyatakan. Data investasi dapat direvisi, konflik dapat berubah, dan kebijakan
dapat dibatalkan. Naskah strategis tidak boleh menyamarkan kemungkinan sebagai kepastian. Pembaca
perlu mengetahui periode data, definisi indikator, dan batas penerapan kesimpulan. Transparansi
meningkatkan kegunaan karena organisasi dapat memperbarui analisis ketika bukti baru muncul.
Kerendahan hati epistemik merupakan kekuatan dalam lingkungan kompleks.

Akhirnya, pengetahuan geopolitik sebaiknya digunakan untuk memperluas pilihan damai. Analisis yang
hanya memperbesar ketakutan dapat mendorong perlombaan senjata dan kebijakan yang merugikan
masyarakat. Tugas akademik adalah menunjukkan hubungan sebab-akibat, menguji klaim, dan mencari
mekanisme kerja sama. Pengaruh yang bertanggung jawab melindungi kapasitas manusia untuk memilih
masa depan. Prinsip itulah yang menjadi dasar relevansi artikel ini bagi pendidikan dan kebijakan.

Pendalaman Lanjutan

M. Informasi Media dan Perebutan Narasi

Pengaruh geopolitik tidak hanya bekerja melalui transaksi yang terlihat. la juga bekerja melalui cara
masalah diberi nama, data dipilih, dan masa depan dibayangkan. Narasi mengenai “ketergantungan”,
“kebebasan”, “pembangunan”, atau “keamanan” memengaruhi dukungan publik terhadap kebijakan.
Narasi yang meyakinkan biasanya menggabungkan identitas, pengalaman material, dan janji masa depan.
Karena itu, komunikasi strategis tidak boleh direduksi menjadi propaganda. la perlu menjelaskan bukti,

mengakui ketidakpastian, dan memberi ruang bagi pertanyaan kritis.

Platform digital mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperkecil waktu verifikasi. Operasi
pengaruh dapat menggunakan akun palsu, potongan video, iklan tertarget, atau data curian. Ancaman
tersebut tidak selalu datang dari luar negeri; aktor domestik juga dapat memanfaatkan teknik yang sama.
Respons memerlukan kerja sama media, peneliti, platform, dan lembaga pemilu. Literasi publik harus
mengajarkan cara menelusuri sumber, mengenali manipulasi, dan membedakan informasi dari opini.

Kredibilitas menjadi sumber daya strategis. Pemerintah yang sering menyampaikan klaim yang tidak
akurat akan kehilangan kemampuan memobilisasi masyarakat ketika krisis nyata terjadi. Perusahaan yang
menyembunyikan dampak lingkungan menghadapi biaya reputasi dan hukum. Universitas yang
mengabaikan integritas data kehilangan kepercayaan. Transparansi metode, akses pada dokumen, dan
koreksi terbuka memperkuat kredibilitas. Dalam lingkungan informasi yang padat, kejujuran bukan
kelemahan komunikasi; ia merupakan investasi jangka panjang.

Halaman 32



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Geopolitik dan Ekonomi Kontemporer: Perebutan Pengaruh di Abad ke-21 | IBM-ASMI 2026

Indonesia memerlukan ekosistem pengetahuan yang mampu menjembatani data nasional dan
percakapan global. Jurnalisme investigatif, lembaga statistik, pusat studi, dan birokrasi harus dapat
bekerja dengan sumber berbeda. Perbedaan interpretasi tidak perlu dihapus, tetapi dasar faktualnya perlu
dibagikan. Kemampuan memproduksi pengetahuan sendiri mengurangi ketergantungan pada narasi yang
dibuat aktor luar. la juga membantu warga menilai apakah sebuah proyek benar-benar sesuai kepentingan
mereka.

Pendidikan manajemen dapat memakai analisis narasi sebagai latihan etika dan strategi. Mahasiswa
membandingkan cara beberapa pihak menjelaskan proyek yang sama, lalu menilai siapa yang diuntungkan
dari setiap bingkai. Tugas tersebut mengembangkan kemampuan membaca kepentingan tanpa
menganggap semua informasi sebagai manipulasi. Pemimpin masa depan memerlukan keahlian
komunikasi yang persuasif sekaligus bertanggung jawab.

N. Kota Pelabuhan dan Ekonomi Kepulauan

Kota pelabuhan merupakan titik temu antara geografi, ekonomi, dan keamanan. Pelabuhan
menyediakan pekerjaan dan pendapatan, tetapi juga menghubungkan wilayah dengan fluktuasi
perdagangan global. Gangguan di laut, perubahan rute, atau tarif baru dapat segera dirasakan di kota.
Perencanaan harus menggabungkan kapasitas bongkar muat, akses hinterland, pergudangan, perumahan,
dan lingkungan. Kota pelabuhan yang hanya mengejar volume tanpa memperhatikan kualitas hidup akan
menghadapi konflik sosial.

Ekonomi kepulauan memiliki biaya konektivitas yang lebih tinggi dan memerlukan desain jaringan yang
berbeda dari negara kontinental. Pelabuhan kecil, kapal perintis, cold chain, dan layanan digital berperan
dalam menghubungkan produsen dengan pasar. Kebijakan nasional perlu melihat transportasi sebagai
layanan publik sekaligus infrastruktur strategis. Data pergerakan kapal, cuaca, dan permintaan dapat
membantu mengurangi pemborosan. Namun digitalisasi tidak menggantikan kebutuhan pemeliharaan
fasilitas dasar.

Keamanan pelabuhan mencakup pemeriksaan kargo, keselamatan pekerja, perlindungan siber, dan
pencegahan penyelundupan. Standar internasional diperlukan agar pelabuhan Indonesia dipercaya oleh
mitra dagang. Pengawasan tidak boleh mematikan arus usaha legal, terutama bagi UMKM. Teknologi
sensor dan analitik risiko dapat mempercepat pemeriksaan bila data antarinstansi interoperabel. Kualitas
koordinasi sering menjadi kendala lebih besar daripada kekurangan perangkat.

Pelabuhan dapat menjadi pusat diplomasi ekonomi. Kota yang menghubungkan kapal, industri,
universitas, dan pemerintah daerah dapat menarik layanan bernilai tambah seperti perbaikan kapal,
logistik dingin, desain, dan pelatihan. Investasi semacam itu memberi manfaat yang lebih luas daripada
terminal yang hanya memindahkan kontainer. Kebijakan perlu menetapkan hubungan antara proyek dan
pengembangan keterampilan lokal.

Bagi Indonesia, penguatan ekonomi kepulauan memperbesar integrasi nasional sekaligus posisi
regional. Pembangunan perlu menghindari konsentrasi berlebihan di satu koridor. Pelabuhan di wilayah
timur dapat mendukung pangan, perikanan, pariwisata, dan industri lokal bila dihubungkan dengan listrik
serta internet. Pemerataan konektivitas adalah investasi sosial dan strategi geopolitik.

0. Kesehatan Global dan Diplomasi Kemanusiaan

Kesehatan global menjadi bagian dari keamanan karena wabah dapat mengganggu mobilitas,
perdagangan, dan stabilitas sosial. Pengalaman pandemi memperlihatkan pentingnya produksi obat, alat
kesehatan, laboratorium, serta sistem surveilans. Negara yang dapat membantu negara lain dalam krisis
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memperoleh kepercayaan dan pengaruh. Namun diplomasi kesehatan tidak boleh menjadikan bantuan
sebagai alat ketergantungan. Akses, transparansi, dan kapasitas lokal harus menjadi prinsip utama.

Rantai pasok obat memiliki konsentrasi geografis pada bahan aktif dan fasilitas produksi. Diversifikasi
perlu dilakukan secara selektif karena memproduksi semua obat domestik tidak efisien. Indonesia dapat
memprioritaskan obat esensial, bahan baku tertentu, serta kemampuan pengujian. Kerja sama regional
memungkinkan pembelian bersama dan pertukaran data. Pengadaan jangka panjang dapat memberi
kepastian bagi produsen sekaligus menjaga harga.

Universitas berperan dalam membangun kapasitas kesehatan melalui riset, pendidikan, dan layanan.
Kolaborasi internasional memperluas pengetahuan, tetapi tata kelola data dan sampel biologis harus
melindungi peserta serta memberi manfaat bagi masyarakat asal. Kapasitas etika penelitian sama
pentingnya dengan kapasitas laboratorium. Kepercayaan komunitas menentukan keberhasilan vaksinasi
dan surveilans.

Diplomasi kesehatan dapat menjadi pintu masuk kerja sama ketika hubungan politik memburuk.
Pertukaran data epidemiologi, pelatihan tenaga medis, dan bantuan bencana berfokus pada kebutuhan
bersama. Indonesia dapat memperkuat peran ini di ASEAN dengan membangun pusat pelatihan dan
jaringan respons. Pengaruh yang lahir dari penyelamatan manusia memiliki legitimasi yang kuat.

Pelajaran manajemennya ialah bahwa ketahanan memerlukan latihan dan koordinasi sebelum krisis.
Rumah sakit, pemerintah daerah, perusahaan logistik, dan lembaga pendidikan perlu memiliki protokol
yang kompatibel. Indikator keberhasilan meliputi waktu deteksi, kecepatan distribusi, perlindungan tenaga
kesehatan, dan kemampuan menjaga layanan rutin. Kesiapan tidak terlihat sampai diuji, sehingga
investasi preventif sering kurang dihargai.

P. Ruang Angkasa Siber dan Infrastruktur Digital

Ruang angkasa dan dunia siber memperluas arena geopolitik. Satelit menyediakan navigasi,
komunikasi, cuaca, dan pengamatan bumi. Ketergantungan terhadap layanan satelit asing dapat menjadi
risiko ketika terjadi konflik atau perubahan kebijakan. Negara tidak harus memiliki seluruh sistem sendiri,
tetapi perlu memiliki akses beragam, data cadangan, dan kemampuan memahami ketergantungan.
Pengembangan kapasitas domestik dapat dimulai dari aplikasi yang memberi manfaat langsung bagi
pertanian, maritim, dan kebencanaan.

Serangan siber tidak selalu menghancurkan sistem secara permanen. Gangguan singkat pada
pembayaran, rumah sakit, atau pelabuhan dapat menimbulkan kerugian besar dan merusak kepercayaan.
Organisasi perlu mengidentifikasi fungsi kritis, membuat cadangan, menguji pemulihan, dan melatih
manusia. Keamanan siber adalah proses, bukan pembelian perangkat sekali. Kerja sama lintas sektor
diperlukan karena penyerang memanfaatkan kelemahan rantai pemasok.

Standar teknis sering menjadi lokasi kompetisi pengaruh yang kurang terlihat. Protokol, format data,
dan sertifikasi menentukan siapa yang dapat masuk pasar. Negara yang berpartisipasi sejak awal dapat
memengaruhi desain agar sesuai kebutuhan publik. Indonesia membutuhkan ahli yang mampu
berkontribusi pada badan standardisasi internasional. Partisipasi tersebut memperluas peluang industri
lokal dan mengurangi biaya penyesuaian di kemudian hari.

Kebijakan ruang siber harus menjaga keseimbangan antara keamanan dan keterbukaan. Pemblokiran
dapat dibenarkan pada kondisi tertentu, tetapi kewenangan luas tanpa pengawasan berisiko
disalahgunakan. Perlindungan infrastruktur kritis perlu disertai mekanisme laporan dan pemulihan.
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Perusahaan platform harus bertanggung jawab terhadap keamanan, namun negara juga perlu memastikan
tidak ada konsentrasi yang menghambat pilihan masyarakat.

Pendidikan publik tentang siber sering terlalu teknis atau menakutkan. Pendekatan yang lebih baik
mengajarkan kebiasaan praktis, pemahaman risiko, dan jalur pelaporan. Pada tingkat organisasi, pimpinan
harus melihat keamanan sebagai isu bisnis dan pelayanan. Data yang terlindungi mendukung kepercayaan
pelanggan dan kelangsungan operasi. Literasi menjadi lapisan pertahanan yang murah tetapi memerlukan
pembaruan terus-menerus.

Q. Pekerjaan Industri dan Kontrak Sosial Baru

Perubahan geoekonomi memengaruhi pekerjaan melalui relokasi pabrik, otomatisasi, standar
lingkungan, dan perubahan permintaan. Sebagian pekerjaan hilang, sebagian baru muncul, dan banyak
pekerjaan berubah isinya. Kebijakan yang hanya berfokus pada menarik investasi tidak cukup. Negara
perlu menyiapkan pekerja agar dapat berpindah sektor dan memperoleh bagian manfaat. Kontrak sosial
baru menghubungkan produktivitas dengan perlindungan, pembelajaran, dan suara pekerja.

Industri yang masuk melalui investasi asing dapat meningkatkan upah di wilayah tertentu, tetapi juga
memperlebar kesenjangan dengan daerah lain. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan perumahan,
transportasi, kesehatan, dan pelatihan. Jika kebutuhan sosial diabaikan, biaya proyek meningkat dan
konflik tumbuh. Perencanaan tenaga kerja sebaiknya mengikuti siklus industri, bukan hanya jumlah
pekerjaan pada tahun pertama.

Otomatisasi tidak harus dilihat sebagai lawan pekerja. Teknologi dapat mengurangi pekerjaan
berbahaya dan meningkatkan kualitas, bila pekerja ikut merancang penggunaannya. Dialog di tempat kerja
membantu menentukan tugas yang tepat untuk mesin dan manusia. Pelatihan harus berbasis pekerjaan
nyata, dengan waktu dan insentif yang memadai. Perusahaan yang mengabaikan pembelajaran akan
kesulitan mengadopsi teknologi secara efektif.

Perlindungan pekerja migran dan pekerja platform menjadi bagian dari reputasi ekonomi. Standar yang
buruk dapat memicu kritik, hambatan pasar, dan hilangnya talenta. Indonesia perlu mengembangkan data
keterampilan, pengakuan kualifikasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas. Pekerja bukan
hanya faktor produksi; mereka adalah warga yang memiliki hak dan sumber pengetahuan.

Manajemen strategis perlu memasukkan indikator kualitas pekerjaan: upah riil, keselamatan,
mobilitas, pelatihan, dan representasi. Produktivitas yang dicapai melalui kelelahan tidak berkelanjutan.
Keadilan dalam organisasi memperkuat retensi dan inovasi. Dalam persaingan global, perusahaan yang
mampu menggabungkan teknologi dan martabat kerja memiliki keunggulan reputasi.

R. Hukum Laut Perdagangan dan Penyelesaian Sengketa

Kepastian hukum merupakan infrastruktur yang memungkinkan perdagangan dan investasi
berlangsung di tengah persaingan. Hukum laut, perjanjian perdagangan, dan arbitrase memberi
mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian. Namun hukum tidak otomatis adil; kapasitas menafsirkan
dan menegakkan menentukan hasil. Negara perlu melatih ahli yang memahami hubungan antara hukum,
ekonomi, teknik, dan diplomasi.

Sengketa dagang dapat diselesaikan melalui konsultasi, panel, arbitrase, atau negosiasi politik. Pilihan
bergantung pada tujuan dan biaya. Litigasi sering memakan waktu, tetapi ancaman proses dapat
memperkuat posisi tawar. Negosiasi cepat dapat menghindari kerugian, tetapi harus memiliki dasar data
dan mandat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi sebelum sengketa muncul melalui dokumentasi dan
pemantauan kepatuhan mitra.
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Hukum investasi harus menyeimbangkan perlindungan investor dengan hak mengatur negara. Klausul
yang terlalu luas dapat membatasi kebijakan kesehatan atau lingkungan; klausul yang terlalu sempit
mengurangi kepastian. Perjanjian yang baik menyatakan standar perlakuan secara jelas, pengecualian
publik, dan prosedur yang transparan. Parlemen dan publik perlu memahami konsekuensi jangka panjang
sebelum ratifikasi.

Kapasitas penyelesaian sengketa juga penting bagi pemerintah daerah dan perusahaan domestik.
Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi sengketa lintas batas. Pusat
bantuan hukum, standardisasi kontrak, dan asuransi dapat mengurangi kerentanan. Pendidikan hukum
bisnis perlu memakai kasus aktual agar mahasiswa memahami biaya dan pilihan.

Indonesia dapat memperkuat pengaruh dengan menawarkan praktik hukum yang dapat diprediksi.
Pengadilan, arbitrase, dan administrasi yang efektif menarik investasi berkualitas. Reformasi hukum tidak
hanya memenuhi tuntutan pasar; ia melindungi masyarakat dari kontrak yang merugikan. Kedaulatan
hukum meningkatkan kedaulatan ekonomi.

S. Ekonomi Sirkular dan Ketahanan Sumber Daya

Ekonomi sirkular mengubah cara melihat sumber daya. Produk dirancang agar tahan lama, dapat
diperbaiki, digunakan kembali, dan didaur ulang. Pendekatan ini mengurangi tekanan pada mineral dan
energi serta membuka industri baru. Namun penerapannya memerlukan standar desain, sistem
pengumpulan, pasar bahan sekunder, dan tanggung jawab produsen. Tanpa ekosistem, slogan sirkular
tidak mengubah perilaku produksi.

Bagi negara penghasil komoditas, ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor
bahan mentah. Industri pemrosesan limbah, perbaikan, dan pemulihan material menciptakan nilai tambah
lokal. Kebijakan harus mencegah ekspor limbah berbahaya dan memastikan pekerja informal memperoleh
perlindungan serta peluang integrasi. Data aliran material membantu pemerintah menentukan titik
intervensi paling efektif.

Perusahaan dapat mengubah model pendapatan dari penjualan satu kali menjadi layanan, sewa, atau
kontrak berbasis kinerja. Perubahan ini mendorong desain yang tahan lama dan pemeliharaan. Namun
model baru membutuhkan pembiayaan dan kemampuan logistik. Konsumen harus percaya bahwa
layanan akan tersedia dalam jangka panjang. Kebijakan pengadaan publik dapat menciptakan permintaan
awal.

Ekonomi sirkular memiliki dimensi geopolitik karena mengurangi kebutuhan impor dan kerentanan
pada mineral tertentu. la tidak menghapus kebutuhan pertambangan, tetapi memperpanjang umur
material. Negara yang menguasai teknologi daur ulang dapat memperoleh pengaruh baru. Kerja sama
regional penting karena limbah dan rantai produk melintasi batas.

Indonesia dapat menghubungkan ekonomi sirkular dengan kota, industri, dan pendidikan. Kampus
dapat menjadi laboratorium pengelolaan material; pemerintah daerah dapat memperbaiki pemilahan;
industri dapat menggunakan bahan sekunder. Manfaat sosial meningkat bila pekerjaan hijau memiliki
upah layak dan jalur keterampilan. Keberlanjutan menjadi bagian dari strategi daya saing.

T. Pengadaan Publik sebagai Instrumen Kekuatan Negara

Pengadaan publik sering dianggap urusan administratif, padahalia membentuk pasar dan arah
teknologi. Pemerintah membeli infrastruktur, obat, perangkat digital, energi, dan jasa. Spesifikasi yang
dibuat dengan baik dapat mendorong inovasi domestik serta standar keamanan. Spesifikasi yang terlalu
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mengunci satu vendor menambah ketergantungan. Transparansi dan persaingan perlu berjalan bersama
tujuan strategis.

Pengadaan inovatif memberi perusahaan lokal kesempatan menguji solusi, tetapi pemerintah harus
mampu menilai teknologi dan risiko. Mekanisme uji coba, pembayaran berbasis hasil, serta evaluasi
independen mengurangi kegagalan. Pejabat pengadaan membutuhkan pelatihan teknis dan perlindungan
dari tekanan politik. Kepatuhan prosedural tidak boleh mengorbankan kualitas hasil publik.

Dalam sektor digital, kontrak perlu mengatur kepemilikan data, portabilitas, audit, keamanan, dan
penghentian layanan. Biaya awal rendah dapat menutupi biaya perpindahan yang tinggi. Pemerintah perlu
menghitung total biaya selama umur sistem. Standar terbuka membantu menjaga pilihan dan mendorong
pasar pemasok yang lebih beragam.

Pengadaan dapat menghubungkan investasi asing dengan pengembangan pemasok lokal. Persyaratan
harus realistis dan dilaksanakan secara bertahap agar tidak menaikkan biaya secara tidak perlu. Indikator
lokal content sebaiknya dihubungkan dengan kualitas dan transfer kemampuan, bukan sekadar
persentase. Evaluasi dampak perlu dipublikasikan.

Indonesia dapat memakai pengadaan publik untuk memperkuat Al, kesehatan, energi, maritim, dan
pendidikan. Dengan cara ini, belanja negara menjadi investasi kapabilitas. Namun pengadaan strategis
membutuhkan antikorupsi yang kuat. Kepercayaan publik merupakan syarat agar instrumen ekonomi ini
menghasilkan legitimasi.

U. Perbandingan Strategi Negara Berkembang

Negara berkembang menghadapi masalah yang serupa, tetapi strategi mereka berbeda. Sebagian
menekankan zona ekonomi, sebagian mengutamakan perusahaan negara, dan sebagian memprioritaskan
pendidikan serta jasa. Tidak ada model universal. Keberhasilan bergantung pada kualitas institusi, urutan
kebijakan, struktur industri, dan hubungan dengan pasar global. Perbandingan harus memperhatikan
konteks agar tidak berubah menjadi penyalinan kebijakan.

Pengalaman negara Asia menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas memerlukan disiplin dan
pembelajaran. Insentif diberikan kepada sektor yang memenuhi target ekspor, kualitas, atau inovasi.
Negara dapat berperan aktif tanpa menggantikan perusahaan. Di tempat lain, kegagalan terjadi ketika
perusahaan yang dilindungi tidak diwajibkan meningkatkan efisiensi. Pelajaran utama bukan bentuk
institusinya, melainkan mekanisme akuntabilitas dan koreksi.

Negara kaya sumber daya memiliki pilihan untuk membangun dana kekayaan, industri pengolahan,
atau layanan publik. Setiap pilihan mengandung risiko. Dana dapat dikelola buruk; hilirisasi dapat merusak
lingkungan; layanan publik dapat tidak efisien. Transparansi, kompetensi, dan partisipasi memperbaiki
peluang keberhasilan. Pengalaman negara lain berguna sebagai peringatan dan sumber inspirasi.

Kerja sama Selatan-Selatan dapat mengurangi biaya eksperimen. Negara dapat berbagi data, tenaga
ahli, teknologi yang sesuai iklim tropis, dan praktik administrasi. Kerja sama tidak harus menunggu proyek
besar. Pertukaran staf, beasiswa, dan pengadaan bersama dapat membangun kepercayaan. Kelemahan
yang perlu dihindari adalah pertukaran seremonial tanpa target.

Indonesia dapat menjadi produsen pengetahuan kebijakan bagi negara kepulauan dan negara
berpenduduk besar. Pengalaman mengelola hutan, pesisir, desentralisasi, dan transformasi digital
memiliki nilai. Dokumentasi yang jujur mengenai hasil dan kegagalan meningkatkan kredibilitas. Pengaruh
intelektual melengkapi kekuatan ekonomi dan diplomatik.
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V. Peta Jalan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Strategi geopolitik ekonomi harus diterjemahkan ke rencana kerja. Tahap awal adalah diagnosis: fungsi
vital apa yang rentan, kapasitas apa yang tersedia, dan kepentingan siapa yang terlibat. Tahap kedua
adalah prioritas: memilih beberapa intervensi yang memiliki dampak luas. Tahap ketiga adalah
pelaksanaan dengan pemilik program, anggaran, dan indikator. Tahap terakhir adalah evaluasi serta
koreksi. Tanpa siklus tersebut, strategi hanya menjadi dokumen pernyataan.

Indikator harus mengukur kapabilitas, bukan hanya aktivitas. Jumlah nota kesepahaman tidak
menunjukkan peningkatan daya tawar. Ukuran yang lebih bermakna mencakup waktu pemulihan rantai
pasok, jumlah pemasok alternatif, peningkatan produktivitas, pelatihan yang menghasilkan kompetensi,
dan manfaat bagi rumah tangga. Indikator kualitatif seperti kepercayaan mitra serta kualitas koordinasi
juga penting. Evaluasi harus membandingkan hasil dengan biaya kesempatan.

Pelaksanaan memerlukan eksperimen terbatas. Pemerintah dapat mencoba standar pada satu
kawasan, menguji sistem data pada beberapa rumah sakit, atau menerapkan insentif kinerja pada sektor
tertentu. Hasil percobaan memberi informasi sebelum skala diperluas. Kegagalan yang terdokumentasi
bukan aib; ia menjadi biaya pembelajaran yang terkontrol. Organisasi yang menghukum semua kegagalan
akan mendorong penyembunyian masalah.

Perubahan politik perlu diantisipasi melalui institusi yang melampaui satu periode kepemimpinan.
Data, kontrak, dan target harus tersimpan serta dapat diaudit. Forum konsultasi dengan industri,
akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjaga kesinambungan. Kebijakan boleh berubah bila
bukti berubah, tetapi alasan perubahan harus dijelaskan. Fleksibilitas yang transparan berbeda dari
ketidakpastian.

Peta jalan terakhir adalah pembangunan budaya strategis. Pimpinan perlu membiasakan pertanyaan
mengenai ketergantungan, alternatif, dampak sosial, dan pilihan damai. Pegawai perlu memiliki waktu
untuk belajar dan berkoordinasi. Institusi pendidikan dapat menyediakan riset serta evaluasi independen.
Jika budaya ini tumbuh, Indonesia akan lebih mampu mengubah guncangan eksternal menjadi
pembelajaran dan kesempatan.

Lampiran Akademik

1. Kerangka Riset untuk Memahami Perebutan Pengaruh

Penelitian mengenai geopolitik ekonomi perlu dimulai dari pertanyaan yang spesifik. “Bagaimana
negara X memengaruhi negara Y?” terlalu luas jika tidak disertai sektor, periode, instrumen, dan hasil yang
diamati. Pertanyaan dapat dipersempit menjadi bagaimana pembiayaan pelabuhan mengubah pilihan
kebijakan, bagaimana kontrol ekspor memengaruhi inovasi, atau bagaimana standar lingkungan
mengubah posisi pemasok. Perumusan yang baik membantu peneliti memilih data dan menghindari
kesimpulan yang melebihi bukti.

Studi kasus komparatif berguna untuk menilai apakah sebuah mekanisme berlaku di tempat berbeda.
Peneliti dapat membandingkan dua proyek infrastruktur atau dua kebijakan hilirisasi dengan kondisi awal
yang berbeda. Perbandingan harus menjelaskan alasan pemilihan kasus. Kesamaan hasil tidak selalu
berarti mekanisme sama; perbedaan hasil dapat menunjukkan peran institusi lokal. Dokumentasi proses
keputusan penting agar penelitian tidak hanya menghubungkan input dan output.

Analisis jaringan dapat memakai data perdagangan, investasi, kepemilikan, atau konektivitas digital.
Peneliti perlu menentukan unit analisis dan batas jaringan. Jaringan impor mineral berbeda dari jaringan

Halaman 38



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Geopolitik dan Ekonomi Kontemporer: Perebutan Pengaruh di Abad ke-21 | IBM-ASMI 2026

kepemilikan perusahaan. Ukuran sentralitas harus diterjemahkan secara substantif: apakah node memiliki
alternatif, kemampuan memantau, atau kekuasaan memutus? Visualisasi membantu, tetapi tidak
menggantikan interpretasi mengenai institusi dan kepentingan.

Data kualitatif—wawancara, dokumen kebijakan, kontrak, dan pidato—mengungkap niat serta
persepsi. Data tersebut perlu diperiksa silang karena aktor memiliki alasan untuk menyajikan versi yang
menguntungkan. Triangulasi dengan statistik dan kronologi meningkatkan keandalan. Peneliti juga perlu
melindungi informan ketika topik berkaitan dengan keamanan atau konflik bisnis. Etika penelitian
merupakan bagian dari kualitas, bukan lampiran administratif.

Analisis proses dapat memetakan titik balik. Sebuah krisis, pergantian aturan, atau gangguan pasok
dapat mengubah preferensi aktor. Peneliti menelusuri keputusan sebelum dan sesudabh titik tersebut, lalu
menguji penjelasan alternatif. Metode ini cocok untuk memahami mengapa negara mengubah kebijakan
walaupun biaya ekonomi besar. Penjelasan harus menunjukkan urutan, bukan hanya menyebut korelasi.

Hasil penelitian sebaiknya menghasilkan implikasi yang dapat diuji. Jika rekomendasi menyatakan
perlunya diversifikasi, peneliti perlu menunjukkan pemasok mana yang kritis dan berapa biaya
alternatifnya. Jika menyarankan kerja sama regional, perlu dijelaskan masalah koordinasi yang harus
diselesaikan. Dengan cara itu, riset geopolitik memberi kontribusi pada keputusan nyata dan tidak berhenti
pada deskripsi.

2. Indikator Ketahanan Geoekonomi

Ketahanan geoekonomi dapat diukur melalui beberapa kelompok indikator. Kelompok pertama adalah
konsentrasi: pangsa pemasok, pasar, sumber pembiayaan, dan teknologi. Kelompok kedua adalah
substitutabilitas: waktu serta biaya menemukan alternatif. Kelompok ketiga adalah visibilitas: kemampuan
mengetahui gangguan sebelum dampaknya meluas. Kelompok keempat adalah pemulihan: waktu
mengembalikan layanan. Keempatnya memberikan gambaran yang lebih kaya daripada satu indeks.

Indikator kapabilitas meliputi produktivitas, kualitas riset, jumlah tenaga terampil, kapasitas
pengolahan, serta kemampuan standardisasi. Pengukuran harus mempertimbangkan kualitas, bukan
hanya jumlah. Banyak lulusan tidak selalu berarti kompetensi sesuai kebutuhan. Banyak publikasi tidak
selalu berarti teknologi dapat diproduksi. Pemerintah perlu menghubungkan indikator dengan fungsi yang
ingin diamankan.

Indikator legitimasi mencakup kepatuhan, kepercayaan, partisipasi, penyelesaian pengaduan, dan
persepsi keadilan. Proyek strategis yang tidak memiliki legitimasi dapat menghadapi penundaan, gugatan,
atau perubahan kebijakan. Data survei harus dilengkapi informasi mengenai kelompok yang terdampak.
Ketidakpuasan bukan sekadar hambatan komunikasi; ia dapat menunjukkan masalah distribusi manfaat.

Indikator lingkungan menjadi penting karena risiko ekologis dapat menjadi risiko ekonomi dan
diplomatik. Emisi, penggunaan air, perubahan tutupan lahan, limbah, dan keanekaragaman hayati perlu
masuk perhitungan. Standar yang lebih tinggi dapat menaikkan biaya awal, tetapi melindungi akses pasar
dan mengurangi sengketa. Pengukuran perlu terbuka agar klaim keberlanjutan dapat diperiksa.

Indikator diplomatik meliputi diversifikasi mitra, kualitas koalisi, kepemimpinan agenda, serta
kemampuan memediasi. Jumlah kunjungan atau perjanjian tidak cukup. Yang penting adalah apakah
hubungan menghasilkan akses, pengetahuan, dukungan, atau norma. Evaluasi diplomasi perlu melihat
hasil jangka menengah, bukan hanya kegiatan tahunan.

Dashboard nasional sebaiknya tidak menjadi alat kontrol yang menambah pelaporan tanpa keputusan.
Setiap indikator harus memiliki pemilik, ambang risiko, dan tindakan yang terhubung. Bila konsentrasi
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pemasok melewati ambang, organisasi harus mengaktifkan rencana. Bila indikator membaik, program
dapat dievaluasi atau dialihkan. Data menjadi berguna ketika mengubah tindakan.

3. Etika Kebijakan dalam Perebutan Pengaruh

Kebijakan geoekonomi selalu memiliki pihak yang memperoleh dan kehilangan sesuatu. Pembatasan
impor dapat melindungi industri tetapi menaikkan harga. Tambang dapat menghasilkan penerimaan tetapi
mengubah ruang hidup. Penyaringan teknologi dapat meningkatkan keamanan tetapi mengurangi pilihan.
Etika kebijakan meminta pembuat keputusan mengungkap pertukaran tersebut serta menyediakan
perlindungan bagi kelompok yang menanggung biaya terbesar.

Prinsip proporsionalitas penting dalam penggunaan instrumen koersif. Tindakan harus relevan dengan
tujuan, tidak lebih luas dari yang dibutuhkan, dan memiliki peluang keberhasilan. Sanksi yang tidak
membedakan aktor dapat merugikan warga yang tidak terkait. Kontrol data yang terlalu luas dapat
mengurangi hak. Pengawasan dan mekanisme banding menjaga agar pengecualian keamanan tidak
berubah menjadi kewenangan permanen.

Keadilan antarnegara juga perlu diperhatikan. Negara maju memiliki kemampuan fiskal untuk memberi
subsidi teknologi hijau, sedangkan negara berkembang menghadapi kebutuhan pembangunan dasar.
Aturan yang sama dapat menghasilkan beban berbeda. Negosiasi global perlu mempertimbangkan
kapasitas, tanggung jawab historis, dan kebutuhan transisi. Keadilan tidak menghapus kewajiban; ia
membuat pembagian kewajiban lebih dapat diterima.

Korporasi memiliki tanggung jawab ketika kegiatan bisnisnya menghasilkan dampak strategis.
Kepatuhan terhadap hukum adalah batas minimum. Tanggung jawab yang lebih luas mencakup hak
pekerja, lingkungan, pajak, privasi, dan pencegahan korupsi. Perusahaan yang memakai alasan geopolitik
untuk menghindari akuntabilitas akan merusak kepercayaan. Tata kelola yang baik menempatkan
kepentingan pemegang saham dalam kerangka masyarakat.

Peneliti dan pengajar juga menghadapi tanggung jawab etis. Penyederhanaan berlebihan dapat
membenarkan stereotip atau permusuhan. Sumber yang tidak diperiksa dapat menyebarkan klaim palsu.
Pengajaran perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dan kebencian terhadap bangsa. Diskusi yang
kuat membuat mahasiswa mampu tidak setuju berdasarkan argumen.

Etika bukan penghambat strategi. la meningkatkan kualitas keputusan dengan memperluas
pemahaman mengenai dampak dan respons. Kebijakan yang adil lebih mungkin bertahan, sedangkan
kebijakan yang dianggap eksploitatif memicu perlawanan. Legitimasi memperkecil biaya penegakan.
Dalam jangka panjang, tanggung jawab menjadi bagian dari kekuatan.

4. Format Analisis Kasus bagi Mahasiswa Manajemen

Mahasiswa dapat diminta memilih satu perusahaan atau proyek yang berhubungan dengan
perdagangan, teknologi, energi, atau infrastruktur. Tugas pertama adalah membuat kronologi keputusan.
Mereka mencatat peraturan, perubahan pasar, konflik, dan respons organisasi. Kronologi melatih disiplin
membedakan urutan fakta dari interpretasi retrospektif. Setiap tanggal dan klaim harus memiliki sumber.

Tugas kedua adalah membuat peta ketergantungan. Mahasiswa mengidentifikasi pemasok,
pelanggan, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, dan regulator. Mereka menandai hubungan yang mudah
diganti dan yang sulit diganti. Peta kemudian digunakan untuk menguji skenario gangguan. Latihan ini
menghubungkan teori jaringan dengan keputusan operasional.
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Tugas ketiga adalah menganalisis distribusi manfaat. Kelompok mahasiswa memeriksa siapa yang
mendapatkan pendapatan, pekerjaan, teknologi, dan akses. Mereka juga menilai siapa yang menanggung
polusi, risiko, atau biaya perpindahan. Analisis dapat memakai wawancara, laporan keberlanjutan, data
pemerintah, dan laporan media. Kesimpulan harus menyatakan keterbatasan informasi.

Tugas keempat adalah merancang strategi dengan tiga opsi. Opsi pertama mungkin berfokus pada
efisiensi, opsi kedua pada ketahanan, dan opsi ketiga pada inovasi. Mahasiswa memperkirakan biaya,
manfaat, risiko, serta syarat implementasi. Dosen menilai kualitas penalaran, bukan opsi yang dipilih.
Perbedaan pendapat menjadi bahan diskusi.

Tugas kelima adalah menulis memo kebijakan dua halaman untuk pembuat keputusan. Memo harus
memuat masalah, bukti, pilihan, rekomendasi, indikator, dan risiko. Format ringkas memaksa mahasiswa
mengutamakan hal penting. Mereka belajar bahwa komunikasi strategis berbeda dari esai panjang,
walaupun keduanya memerlukan ketepatan.

Evaluasi akhir meminta mahasiswa merevisi memo setelah mendapat informasi baru. Perubahan
harga, sanksi, atau teknologi dapat mengubah rekomendasi. Latihan ini menilai kemampuan belajar dan
memperbarui keyakinan. Dalam dunia kontemporer, strategi yang tidak dapat direvisi lebih berbahaya
daripada strategi yang pada awalnya tidak sempurna.

5. Agenda Riset Indonesia 2026 dan Sesudahnya

Riset pertama yang penting adalah hubungan hilirisasi dan produktivitas. Apakah fasilitas pengolahan
meningkatkan kemampuan teknologi domestik atau hanya memindahkan tahap produksi? Penelitian perlu
mengukur pemasok lokal, pekerjaan teknis, paten, produktivitas, penerimaan, dan dampak lingkungan.
Perbandingan antarwilayah dapat menunjukkan faktor institusional yang membedakan hasil.

Riset kedua adalah ketahanan rantai pasok pangan dan energi di wilayah kepulauan. Data transportasi,
cuaca, harga, serta kapasitas penyimpanan dapat digunakan untuk memetakan titik rawan. Penelitian
dapat merancang skenario gangguan dan menguji kebijakan cadangan. Temuannya relevan bagi
pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.

Riset ketiga adalah adopsi Al di sektor publik. Fokusnya bukan jumlah aplikasi, tetapi dampak terhadap
waktu layanan, keadilan akses, beban pegawai, dan privasi. Studi perlu membandingkan sistem yang
memiliki human oversight dengan sistem yang terlalu otomatis. Penelitian tindakan dapat membantu
organisasi memperbaiki desain sambil menghasilkan pengetahuan.

Riset keempat adalah diplomasi ekonomi ASEAN. Bagaimana proyek regional dan standardisasi
mengurangi biaya usaha? Mengapa sebagian kesepakatan berjalan dan sebagian tidak? Analisis dapat
menghubungkan dokumen regional dengan data perusahaan serta pengalaman UMKM. Hasilnya
membantu mengubah sentralitas menjadi agenda pelaksanaan.

Riset kelima adalah pembiayaan transisi hijau yang adil. Penelitian perlu menghitung siapa membayar,
siapa menerima, dan bagaimana risiko dibagi. Kasus energi terbarukan, mineral, dan kota dapat
dibandingkan. Keadilan pembiayaan akan menentukan dukungan publik terhadap transformasi.

Riset terakhir adalah pengembangan indeks kapabilitas geoekonomi Indonesia yang transparan.
Indeks sebaiknya tidak meniru peringkat kekuatan besar. la perlu mengukur pilihan, ketahanan, legitimasi,
dan kemampuan belajar sesuai kebutuhan nasional. Dataset terbuka dan metodologi yang dapat
direplikasi akan memperkuat diskusi publik serta membantu pengambil keputusan.
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Pengembangan Analisis Tambahan

6. Legitimasi Publik dan Politik Distribusi

Kebijakan geopolitik ekonomi selalu diterjemahkan ke pengalaman sehari-hari. Warga mungkin tidak
membaca perjanjian investasi, tetapi mereka merasakan harga pangan, kualitas pekerjaan, biaya listrik,
dan akses layanan. Jarak antara bahasa strategis dan pengalaman warga dapat menimbulkan krisis
legitimasi. Pemerintah perlu menunjukkan hubungan antara kebijakan eksternal dan manfaat domestik
secara jujur. Klaim keberhasilan yang tidak dirasakan masyarakat justru memperkuat sinisme.

Distribusi manfaat tidak selalu mengikuti distribusi biaya. Sebuah kawasan dapat menerima lapangan
kerja, sementara wilayah lain menanggung polusi atau kenaikan harga tanah. Sebuah kebijakan
perdagangan dapat menguntungkan konsumen perkotaan tetapi menekan produsen kecil. Evaluasi
kebijakan harus mengidentifikasi perbedaan tersebut melalui data wilayah dan kelompok. Kompensasi
saja tidak cukup bila proses pengambilan keputusan tidak memberi ruang bagi pihak terdampak.

Partisipasi publik yang bermakna membantu meningkatkan kualitas informasi. Masyarakat lokal
mengetahui pola air, kepemilikan informal, jalur ekonomi, dan risiko sosial yang tidak tercatat dalam
dokumen proyek. Konsultasi yang dilakukan setelah keputusan final hanya menjadi formalitas. Pemerintah
dan perusahaan perlu menjelaskan alternatif, bukan hanya meminta persetujuan atas satu pilihan. Dialog
semacam ini memperkecil kemungkinan penolakan pada tahap pelaksanaan.

Legitimasijuga dibentuk oleh kemampuan negara mengoreksi kesalahan. Proyek yang bermasalah
tidak selalu harus dibatalkan, tetapi harus dapat diperbaiki, diaudit, atau dihentikan bila dampaknya tidak
dapat diterima. Mekanisme koreksi menunjukkan bahwa strategi bukan dogma. Investor yang bertanggung
jawab biasanya menghargai aturan yang memungkinkan koreksi karena hal itu mengurangi risiko reputasi
dan sengketa.

Dalam persaingan pengaruh, legitimasi domestik menjadi pesan bagi dunia luar. Negara yang mampu
mengelola perbedaan secara damai terlihat lebih dapat dipercaya sebagai mitra. Stabilitas yang dibangun
melalui penindasan mungkin tampak kuat dalam jangka pendek, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan.
Demokrasi, keadilan prosedural, dan pelayanan publik merupakan sumber kekuatan yang bekerja
perlahan namun tahan lama.

7. Tata Kelola Korporasi dan Tanggung Jawab Lintas Batas

Dewan direksi perlu menempatkan risiko geopolitik dalam agenda tata kelola, bukan hanya dalam
laporan hubungan pemerintah. Risiko tersebut dapat memengaruhi nilai aset, reputasi, kontrak, dan
kemampuan memenuhi kewajiban. Komite audit dan risiko perlu memperoleh informasi mengenai
ketergantungan pemasok, eksposur yurisdiksi, serta perubahan regulasi. Keputusan strategis harus
memiliki catatan asumsi agar dapat dievaluasi ketika keadaan berubah.

Korporasi dapat menghadapi konflik antara hukum negara asal, negara tempat beroperasi, dan standar
internasional. Kepatuhan minimum pada satu yurisdiksi belum tentu memenuhi harapan pemangku
kepentingan di yurisdiksi lain. Perusahaan perlu memiliki prinsip internal yang jelas mengenai hak,
lingkungan, dan anti-korupsi. Penerapan prinsip harus memperhatikan konteks lokal tanpa menjadikannya
alasan untuk standar ganda.

Rantai pemasok menimbulkan tanggung jawab tidak langsung. Perusahaan utama mungkin tidak
memiliki pabrik pemasok, tetapi keputusan harga dan jadwalnya dapat mendorong pelanggaran
keselamatan atau jam kerja. Audit satu kali tidak cukup untuk memahami kondisi. Hubungan jangka
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panjang, pelatihan, dan dukungan perbaikan lebih efektif. Transparansi temuan memungkinkan investor
dan konsumen menilai kemajuan.

Perusahaan nasional yang memasuki pasar luar negeri perlu memahami sensitivitas politik dan
budaya. Ekspansi yang mengabaikan sejarah setempat dapat memicu penolakan walaupun proyek secara
finansial layak. Rekrutmen lokal, kemitraan dengan institusi setempat, dan komunikasi dalam bahasa lokal
membantu. Tanggung jawab sosial yang menyatu dengan operasi lebih kredibel daripada donasi yang tidak
berkaitan dengan dampak inti.

Tata kelola yang kuat juga melindungi manajemen dari keputusan impulsif. Tekanan untuk segera
masuk pasar atau mengejar insentif dapat mengabaikan risiko jangka panjang. Proses due diligence,
simulasi, dan opini independen memperlambat keputusan tertentu secara produktif. Tujuannya bukan
meniadakan keberanian mengambil risiko, melainkan memastikan risiko dipahami dan memiliki batas.

8. Geopolitik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyediakan bahasa bersama untuk menghubungkan ekonomi
dengan kesejahteraan. Namun persaingan geopolitik dapat mengalihkan sumber daya dari kemiskinan,
kesehatan, dan pendidikan menuju belanja keamanan. Kebijakan perlu menilai apakah peningkatan
keamanan benar-benar melindungi pembangunan atau justru mengurangi kapasitas sosial. Keamanan
manusia memperluas fokus dari wilayah dan negara kepada kehidupan warga.

Investasi infrastruktur dapat mendukung SDGs bila meningkatkan akses, produktivitas, dan
ketahanan. Penilaian tidak boleh hanya menggunakan ukuran fisik seperti panjang jalan atau kapasitas
listrik. Pertanyaan yang penting ialah siapa yang terhubung, berapa biaya layanan, dan apakah kualitas
lingkungan terlindungi. Kerangka SDGs membantu mengungkap trade-off yang mungkin hilang dari analisis
finansial.

Teknologi memiliki peran dalam pendidikan, kesehatan, dan iklim, tetapi kesenjangan akses dapat
memperbesar ketimpangan. Model Al yang hanya dilatih dengan data kelompok dominan dapat gagal bagi
bahasa dan wilayah tertentu. Digital public infrastructure perlu dirancang untuk interoperabilitas dan
inklusi. Kebijakan harus menyediakan dukungan bagi kelompok yang tidak dapat segera mengadopsi
teknologi.

Kerja sama internasional diperlukan karena banyak target pembangunan lintas batas. Sungai, laut,
emisi, penyakit, dan rantai pangan tidak mengikuti garis politik. Persaingan tidak boleh menutup
pertukaran data yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko bersama. Negara dapat menjaga kepentingan
keamanan sambil membentuk protokol berbagi informasi yang melindungi kerahasiaan.

Indonesia dapat memakai SDGs sebagai kerangka diplomasi yang menjembatani kepentingan. Agenda
kemiskinan, kepulauan, iklim, dan ekonomi biru mempunyai relevansi bagi banyak negara. Pengalaman
lokal dapat menjadi kontribusi global bila didukung evaluasi dan data. Diplomasi pembangunan yang
berbasis hasil meningkatkan pengaruh lebih baik daripada klaim moral yang tidak didukung praktik.

9. Mobilitas Talenta dan Persaingan Pengetahuan

Pengetahuan bergerak melalui mahasiswa, peneliti, pekerja, perusahaan rintisan, dan jaringan
diaspora. Negara yang menarik talenta dapat mempercepat inovasi, tetapi negara asal dapat kehilangan
kapasitas bila mobilitas tidak diimbangi sirkulasi. Kebijakan yang baik tidak memaksa semua orang
kembali; ia membangun hubungan agar diaspora tetap berkontribusi melalui riset, investasi, dan
mentoring.
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Kompetisi talenta semakin penting pada sektor Al, chip, kesehatan, energi, dan keamanan siber. Gaji
bukan satu-satunya faktor. Penelitimembutuhkan kebebasan akademik, fasilitas, kepemimpinan, dan
peluang mengembangkan ide. Indonesia perlu memperbaiki ekosistem kerja agar talenta yang dilatih di
dalam dan luar negeri dapat bekerja pada masalah strategis nasional.

Universitas dapat membangun konsorsium lintas negara dengan aturan yang jelas mengenai data,
publikasi, dan hak kekayaan intelektual. Kolaborasi yang sehat memberi akses pada fasilitas dan metode,
tetapi tidak menciptakan ketergantungan ilmiah. Mitra perlu menyepakati pembagian manfaat dan
pengakuan kontribusi sejak awal.

Pendidikan vokasi mempunyai dimensi geopolitik karena standar keterampilan menentukan mobilitas
pekerja dan daya saing industri. Sertifikasi yang diakui regional membuka pasar kerja, sedangkan
kurikulum yang terputus dari industri menciptakan pengangguran terdidik. Pemerintah, perusahaan, dan
kampus perlu menyusun standar kompetensi bersama.

Investasi pengetahuan menghasilkan pengaruh melalui kepercayaan. Alumni, beasiswa, dan jaringan
riset menciptakan hubungan yang dapat berlangsung lebih lama daripada kontrak komersial. Indonesia
dapat memperluas beasiswa untuk isu maritim, tropis, bencana, dan pembangunan. Program tersebut
perlu dirancang dua arah agar penerima dan institusi Indonesia sama-sama berkembang.

10. Pengukuran Daya Tawar dalam Rantai Nilai

Daya tawar dapat dianalisis dengan melihat alternatif masing-masing pihak. Pihak yang memiliki
banyak pilihan pemasok atau pasar biasanya lebih kuat dalam negosiasi. Namun jumlah alternatif harus
disesuaikan dengan kualitas, waktu, dan biaya. Pemasok murah yang tidak dapat memenuhi standar
bukan alternatif nyata. Analisis perlu menggunakan data kontrak dan kinerja, bukan hanya daftar calon
mitra.

Nilai tambah bukan satu-satunya ukuran posisi strategis. Sebuah aktivitas dengan margin kecil dapat
menjadi simpul penting jika tanpa aktivitas itu produk tidak dapat dikirim. Logistik, sertifikasi, data
pelanggan, dan pemeliharaan dapat memberi kontrol. Peneliti perlu memetakan fungsi, bukan sekadar
sektor atau komoditas.

Ketika menilai hilirisasi, penting membedakan nilai domestik dan nilai yang benar-benar dikuasai.
Produk dapat diproses di dalam negeri tetapi teknologi, pembiayaan, dan pasar tetap dikontrol dari luar.
Indikator kepemilikan pengetahuan, kemampuan mengubah desain, serta kemampuan menegosiasikan
harga membantu memperjelas penguasaan.

Daya tawar dapat meningkat melalui koordinasi. Produsen kecil yang bergerak sendiri sulit memenuhi
volume dan standar; koperasi, kawasan industri, atau platform bersama dapat mengurangi masalah
tersebut. Koordinasi harus menjaga persaingan dan mencegah kartel. Pemerintah dapat menyediakan
informasi, sertifikasi, dan pembiayaan tanpa mengambil alih seluruh fungsi pasar.

Indonesia perlu mengembangkan statistik yang mengikuti struktur rantai nilai. Data ekspor agregat
tidak menunjukkan siapa pemilik teknologi atau bagian nilai yang tertinggal. Survei perusahaan, tabel
input-output, data kepemilikan, dan kajian kontrak dapat digabung. Bukti yang lebih baik menghasilkan
strategi industri yang lebih presisi.

11. Ketahanan Fiskal Daerah dan Risiko Proyek Strategis

Proyek strategis sering dilaksanakan di daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan administratif
berbeda. Kewajiban pemeliharaan, pembebasan lahan, dan layanan pendukung dapat jatuh pada
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pemerintah daerah. Jika pembagian tanggung jawab tidak jelas, aset nasional dapat membebani anggaran
lokal. Perencanaan harus memasukkan biaya operasi dan kapasitas pengelola sejak tahap awal.

Penerimaan dari investasi tidak selalu langsung menutup dampaknya. Lapangan kerja mungkin
bertambah, tetapi kebutuhan perumahan, kesehatan, dan transportasi juga meningkat. Analisis biaya
manfaat daerah perlu menggunakan horizon panjang. Transfer fiskal dan bagi hasil harus dirancang agar
wilayah penghasil memiliki sumber daya mengelola perubahan.

Risiko nilai tukar dan bunga dapat memengaruhi proyek yang pembiayaannya dalam mata uang asing.
Pemerintah perlu menguji skenario pelemahan kurs dan kenaikan biaya. Kontrak dapat memuat
pembagian risiko yang berbeda, tetapi tidak ada formula yang menghapus risiko. Transparansi membuat
publik memahami mengapa suatu proyek dipilih.

Pengawasan independen diperlukan ketika proyek melibatkan banyak tingkat pemerintahan dan
konsorsium. Audit teknis, finansial, lingkungan, serta sosial sebaiknya dilakukan pada tahap berbeda.
Temuan harus ditindaklanjuti dengan batas waktu. Pengawasan yang hanya menghasilkan laporan tanpa
koreksi tidak meningkatkan ketahanan.

Kapasitas daerah merupakan bagian dari kekuatan nasional. Pemerintah pusat dapat memberi standar
dan dukungan, tetapi pelaksanaan berada dekat dengan masyarakat. Pelatihan, data bersama, dan forum
koordinasi membantu mengurangi kesenjangan. Desentralisasi yang disertai kapasitas meningkatkan
fleksibilitas dan legitimasi proyek.

12. Model Kepemimpinan Strategis dalam Dunia yang Berubah

Pemimpin dalam lingkungan geopolitik perlu mampu menahan dua dorongan yang bertentangan:
kecepatan bertindak dan kehati-hatian. Krisis sering memerlukan keputusan cepat, tetapi keputusan yang
mengunci teknologi, utang, atau aliansi perlu penilaian lebih lama. Kepemimpinan strategis membedakan
keputusan yang reversibel dari yang sulit dibatalkan.

Pemimpin juga harus mengelola perbedaan perspektif. Ahli keamanan mungkin melihat ancaman, ahli
ekonomi melihat biaya, dan masyarakat melihat keadilan. Keputusan yang baik tidak menghapus
perbedaan itu; ia menyusun proses untuk menimbangnya. Tim lintas disiplin mengurangi blind spot dan
membantu menerjemahkan istilah teknis.

Kepemimpinan yang belajar menggunakan indikator sebagai pertanyaan, bukan sebagai pembenaran.
Ketika data berubah, asumsi harus diuji kembali. Pemimpin perlu memberi ruang bagi bawahan
menyampaikan kabar buruk. Organisasi yang hanya memberi penghargaan pada optimisme akan
terlambat melihat risiko.

Komunikasi krisis harus konsisten, spesifik, dan tidak berlebihan. Masyarakat dapat menerima
ketidakpastian bila pemerintah menjelaskan apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, dan tindakan
yang sedang dilakukan. Perusahaan serta kampus juga perlu memakai prinsip tersebut. Kepercayaan
tumbuh melalui kejelasan dan koreksi.

Pendidikan pemimpin strategis tidak cukup mengajarkan teknik. la perlu membentuk tanggung jawab,
empati, dan keberanian moral. Pengaruh yang dipakai tanpa batas dapat menghasilkan kemenangan
jangka pendek tetapi kerusakan jangka panjang. Kepemimpinan yang matang memperluas pilihan generasi
berikutnya.
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Matriks Instrumen Pengaruh

Matriks berikut merangkum beberapa instrumen yang sering digunakan dalam perebutan pengaruh.
Satu instrumen dapat memiliki tujuan yang berbeda dan dampak yang tidak selalu sesuai niat awal. Karena
itu, analisis perlu menguji mekanisme dan respons pihak lain.

Akses pasar, tarif, standar, Spesialisasi dan Fragmentasi dan biaya
Perdagangan .
aturan asal peningkatan ekspor kepatuhan
Investasi Modal, infrastruktur, Kapasitas produksi dan Ketergantungan, rente,
teknologi, pekerjaan konektivitas dampak lingkungan
Keuangan Mata uang, pembayaran, Likuiditas dan pembiayaan Tekanan nilai tukar dan
g utang, sanksi pembangunan pembatasan akses
Teknologi Chip, cloud, Al, paten, Produktivitas dan layanan Lock-in, pengawasan,
g standar publik kesenjangan digital
Pasokan, ian, o o Volatilitas, konflik lahan,
Energi dan mineral . a,s an, pemurnian Hilirisasi dan transisi hijau atiitas, konti . anan
jaringan, harga kerusakan ekologis
. . Koalisi, norma, mediasi, Legitimasi dan pilihan Kehilangan kredibilitas bila
Diplomasi . . .
bantuan strategis tidak konsisten

Kesimpulan Kebijakan Ringkas

e Pertahankan keterbukaan ekonomi, tetapi amankan fungsi vital melalui diversifikasi dan standar yang
jelas.

e Hubungkan diplomasi ekonomi dengan reformasi pendidikan, riset, logistik, energi, dan tata kelola.

e  Gunakan hilirisasi untuk membangun kapabilitas dan nilai tambah, bukan sekadar memindahkan
lokasi pengolahan.

e Bangun kedaulatan digital melalui interoperabilitas, audit, keamanan data, dan talenta lokal.

e Perkuat ASEAN dan multilateralisme melalui proyek konkret, koalisi isu, dan aturan yang lebih inklusif.

e Jadikan legitimasi publik, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai komponen keamanan nasional.
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Catatan Penulis

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD — IBM-ASMI 2026. Profil akademik: www.rudyct.com/cv.pdf. Artikel
ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan analisis kebijakan.

Penggunaan data atau keputusan publik perlu memperhatikan pembaruan sumber resmi dan konteks
sektoral masing-masing.
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